
BUPATI BAI-ANGANT
PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 17 TAHUN 2OO9

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

Menimbang : a.

tvlengingat '. 1.

b.

:;,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

k"rrng.n Daerah Pasal 239 bahwa kebijakan akuntansi
pemeirntah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah

Oengan berpedoman pada standar akuntansi

pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimat<sud .pada huruf 'a, perlu ditetapkan dengan

F"trtrtrn Bupati Balangan tentang KehflAkan Akuntansi

Pemerintah KabuPaten Balangan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003' tentang

iemOe-ntuf<an (abupaten Tanalr Bumbu dan Kabupaten

BalangandiProvinsiKalimanihnSelatan(Lembaran
N;g;; Republik lndonesia 

-i-'ihun 2003 Nomor 22'

Tairbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nbmor

4265),

Undang-Undang Nomor 28 tanun' 1999 tentang

penyetenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

kotrpti, 
-(olusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

n"prOfii. lndonesia Tahun 1999 Nomor 75' Tambahan

f",ilO"trn Negara Republik lndonesia Nomor 2851)'

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

X"rrn6rn Negara (Lembaran Negara Republik

tnOoneiia tanun ZOO3 Niomor 4T,Tambahan Lemabaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4286)'

2.

3.



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republlk lndonesia Nomor 4400)',

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)',

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang

Perimbingan (euangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4438)',

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor a090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Leribaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 48, Timbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4502)'



11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

StandarAkuntansiPemerintahan(LembaranNegara
RepubliklndonesiaTahun2005Nomor4g,Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4570),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nom or 137 , Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4575)''

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4577),

15. peiaturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

flegari nepubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140'

Taibahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4578)',

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah

lLembaran t,legaia Republik lndonesia Tahun 2006

Noror" 25, Timbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4614)'

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagiimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalail Negeri Nomor 5g Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1-3 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

.l8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang- 
Oiganisasi Perangkat daer3! (Lembaran Negara

Re-publiklndonesiaTahun200TNomorSg,Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007

Nomor gg, T"ambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4741),



lg.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

KewenanganPemerintahanDaerahKabupatenBalangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 43);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 44);

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008

Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

Pasal 1

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas prinsip-prinsip,

dasar-dasar, konvenSi-konvensi,aturan-aturan, dan praktlk-praktik spesifik

yang dipilih Pemerintah Kabupaten Balangan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah dibangun atas dasar Kerangka

konieptual Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah yang mengacu pada

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan'

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur penyajian laporan

keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan

laporai keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar

entitas akuntansi.



Pasal 4

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar-dasar penyajian

Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Balangan dalam

rangka memenuhi tuiuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar-dasar penyajian

Neraca untuk Pemerintahan Kabupaten Balangan dalam rangka memenuhi

tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar-dasar penyajian

Laporan arus kas yang memberikan informasi historis menegenai perubahan

kas dan Setara kas Pemerintah Kabupaten Balangan dengan

mengklasi1kasikan arus kas berdasarkan aktivasi operasi, investasi asset

non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran Selama satu periode

akuntansi.

Pasal 7

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar-dasar penyajian

dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan

yrng' ,;ruit frat-rril ying mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti
"feO[afan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan Y?ng

material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci

lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal 8

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar pengakuan,

pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas

danI, pendapatan, Oetanla, Oan embiayaan serta penyajiannya dalam

laporan keuangan.

Pasal 9

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur perlakuan akuntansi

atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar

biasa.



Pasal 10

Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur penyusunan lap9r91

keuingan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD

dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Daerah untuk

tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan

keuangan.

Pasal 11

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati Balangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Balangan.

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARI DAERAH
BALANGANKABUPAT

FFENDTE v/

M. RIDUAN DARLAN

Ppringin
tf Asustu

.ANGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OO9 NOMOR 17



Lampiran : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 17 Tahun 2009
Tanggal 7 Agustus 2009

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAT.I

paragraf-paragraf yang ditutis dengan huruf tebal dan miring adalah
parrlrapn *eOiiakan, YanU harus dibaca dalam konteks paragraf'paragraf
'penjela;an yaig ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
Kebijakan Aku ntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan
1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk

tujuan umum (generat purpose financial statements) dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap

anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi'
2. Uniuf mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh

pertimbangan' dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman

struktur liporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan

keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar

pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan

iraniitsi+ransaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur

dalam Kebijakan akutansi yang khusus.

Ruang LingkuP
4.'Lap6ran keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disaiikan

dengan basis ias untuk pengakuan pos'pos pendapatan, belania'
dan-pembiayaan, ser{a 6asrs akrual untuk pengakuan Pos'pos asef,

kewajiban, dan ekuitas dana.
5. Lapoian keuangan untuk kepentingan umum adalah laporan yang

dimaksud untuI memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud

dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga

pemLriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses

donasi, investisi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi

(pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuang_an meliputi

laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan

keuangan yang Oisajitan dalam dokumen public lainnya seperti laporan

tahunan.
6. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi

dalam menyusun laporan keuangan. Entitas laporan yaitu Pemda,

sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk
perusahaan daerah'
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Basis Akuntansi
7. Basrs aftuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan

pemerintah yaitu bisls-kas untuk pengakuan pendapata!, belania,
'dan pembialaan dan basr.s akrual untuk pengakuan asef, kewaiiban,

dan ekuitas dana-
8. Entitas pelaporan diperkenankan untuk meyelenggarakan akuntansi dan

penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis

iforiaf, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan'

maupun dalam pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.
g. Entiitas pelaporin yang menyelenggarakan akuntansi dan

menyajikan laporan keuaigan dengan menggunakan basis akrual
tetap menyajiian laporan Ceatisai Anggaran berdasarkan basr.s kas.

DEFINISI
10. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan

pengertian :

o Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan RakYat Daerah.
o Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas

pada Bendahara Umum Daerah.
o Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai danlatau dimiliki

oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan

diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaYa.
o Aset tak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan

untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual'

o Asset tltap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 
'12 

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

e Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar.
. Basis kas adalah basis akuntansi

dan peristiwa lainnYa Pada saat
yang mengakui Pegaruh transaksi

kas atau setara kas diterima atau

dibayar.
. Belinia adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh Pemerintah daerah.

')



a

a

a

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat

dipenuhi dalam satu tahu anggaran.
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah'

Entitas Akuntansi adalah satuan Kerja pengguna

anggaranlpengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam

entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

lnvestasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh

manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat

sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesainnyan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.
Laporan Keuangan Gabungan adalah suatu laporan keuangan

yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas

ikuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal'
Laporan Keuangan lnterim adalah laporan keuangan yang

ditertibkan diantara dua laporan keuangan tahunan.
Mata Uang Asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah'

Materialitas adalah suatu kondisi jika terjadi tersajikannya atau salah

saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian

pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas

tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang

OipertlmUingkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau

salah saji terjadi.
Nilai Wajar adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban

antara pihaf yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan

transaksi wajar.
Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu

dibayar kemOali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya, y-ahg dalam penganggaran pemerintah daerah

terirt-ama dimaksudkan untuk menutup deficit atau manfaatkan

surplus anggaran.
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. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah yng menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun

"ngg"r"n 
y"ang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah,

oan tloat< pertu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

o Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset'

. persediaan adalah asset lancer dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan o-perasional

pemerinta'h dierah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masYarakat.
. Rekening Kas Daerah Umum adalah rekening tempat penyimpanan

uang dalrah yang dltentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk

menampung seturun penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan'
. Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata

uang asing ke Rupiah pada kurs yang berbeda'
o Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang

siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai

yang signifikan.
o Sisa leLih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/S1KPA) adalah

selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran

APBD selama satu periode pelaporan.
. SurpluslDefisit adalah selisih lebihlkurang antara pendapatan dan

belanja selama satu periode pelaporan'
. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
11.Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai

poliri kTujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian 
. 
laporan

keuangan lntuk tujuan umum (generat purpose financial sfafemenfs)

dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik

terhadap .iggrr"n, anlar periode, maupun antar entitas akuntansi'

12.Secara tp"iiX, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah

untuk menyajikan ihformasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

dan untuk'menunlukkan aliuntlOilitas entitas pelaporan atas sumber

daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

a1-Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,' 
Xewalinan, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah,

c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daYa ekonomi;
d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan ralisasi terhadap

anggarannya;
e) Menyediak'an informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai. 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
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0 Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,

g) Menyediakan 
- 
informlsi yang berguna untuk mengevaluasi

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;

13. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna

mengenai :

a) triOit<asi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai

dengan anggaran; dan
b) lndi[asi a[itan sumber daya diperoleh dan digunakan sesuar

dengan ketentuan, termasu batas anggaran yang ditetapkan oleh

DPRD.
14.Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporam keuangan menyediakan

informasi mengenai entitas dalam hal :

a) Asset;
b) Kewajiban;
c) Ekuitas dana;
d) PendaPatan;
e) PembiaYaan
f) Belanja; dan
g) Arus kas

.tS. tntormasi dalam laporan keuangan tersebut relrvan untuk memenuhi

tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat

sepenuhny""r"r"nrni tulran tersebut. lnformasi tambahan, termasuk

laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-Sama dengan laporan

keuangan untuk hemberikan gambaran yang lebih komprehensif

mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode'

l6.Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para

pengguna dalam mLmperkirakan kinerja keuangan entitas dan

p"n[6tot"an asset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. lnformasi tambahan

ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk

indicator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program

dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama

periode PelaPoran.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
l\.Tanggung iawah penyusunan dan penyaiian laporan keuangan

berada Pada PimPinan entitas.

KOMPONOEN.KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
lS.Komponen-kompanen yang terdapat dalam suatu sef laporan

keuangan Pokok adalah :
a) LaPoran Realisasi Anggaran;
b) Neraca;
c) LaPoran Arus Kas; dan
d) Catatan atas LaPoran Keuangan'
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lg.Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disaiikan
setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disaiikan
entitas pelaporan, dalam hal ini Pemda.

STRUKTUR DAN ISI
Pendahuluan

20. pernyataan kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu
pada lembar muka (on tht face) laporan keuangan, mensyaratkan
pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan
atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan
format sebagai lampiran Kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas
akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

ldentifikasi Laporan Keuangan
Zl.Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara ielas dari

informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama-
Z2.Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan

tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan
tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi
pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disaiikan
menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun bukan
merupakan subyek yang diatur dalam Kebiiakan Akuntansi ini.

21.Setiap kompanen laporan keuangan harus diidentifikasi secara
jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara
-jetas 

dan diulan pada sefiap halaman laporan bilamana perlu untuk
-memperoleh pemahaman yang memadai afas informasi yang
disajikan :
a) Nama SKPD/PPKD/PEMDA;
b) Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau

gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
c) Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan

keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan

keuangan;
d) Mata uang adalah RuPiah; dan
e) Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka

pada laporan keuangan.

24. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran

halaman, referensi, dan Sususnan lampiran sehingga dapat

mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

25.Lapo,ran keuangan sering kali lebih mydah dimengerti bilamana informasi

disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat

diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka

diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan
26.Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam

setahun. Datam sifuasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas

oleh
oleh
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berubah dan laporan keuangan tahunan disaiikan dengan suatu
periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun,
entitas pelaporan menggungkapkan informasi herikut :
a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti

arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
27.Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal

pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun
anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah
penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disaiikan
untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat
diperbandingkan.

Tepat Waktu
21.Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak

tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu sefelah
tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperfi
kompteksitas operasi suafu entitas pelaporan bukan merupakan
alas an yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.
Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelafi berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran
2g.Laporan Realisasi Anggaran menggungkapkan kegiatan keuangan

pemerintah daerah yang menuniukkan ketaatan terhadap APBD.
30. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

SKPD/PPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

Sl.Laporan Realrsasi Anggaran menyaiikan sekurang-kurangnya
u nsu r-u nsur sebagrai berikut :
a) Pendapatan;
b) Belanja;
c) Surplus/Defisit;
d) Pembiayaan;
e) Sisa lebihlkurang pembiayaan anggaran;

S2.Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

33. La[oran Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas

Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang

mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiscal dan

moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara

anggaran dan realisasinya, sreta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut

angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan.
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Neraca
34.Neraca menggambarkan posrbf keuangan suatu entitas akuntansil

entitas pelaporan mengenaf assef, kewajiban, dan ekuitas dana
pada tanggal tertentu.

Klasifikasi
35,Sefiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan

asetnya dalam assef lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan
kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
dalam neraca.

36.Sefibp entitas akuntansilentitas pelaporan mengungkapkan sefibp
pos assef dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sefelah tanggal pelaporan dan jumtah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dihayar dalam waktu lebih 12 (dua
belas) hulan.

3T.Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-
barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan
pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara asset lancar dan
non lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-
barang yangakan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan
yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

38.lnformasi tentang tanggal jatuh tempo asset dan kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas
akuntansiientutas pelaporan. lnformasi tentang tanggal penyelesaian
asset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan
juga bermanfaat untuk mengetahui apakah asset diklasifikasikan sebagai
asset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

39. Aleraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :
a) Kas dan setara kas;
b) lnvestasi jangka pendek;
c) Piutang pajak dan bukan pajak;
d) Persediaan;
e) lnvestasi jangka panjang;

0 Asset tetap;
g) Kewajiban jangka pendek;
h) Kewajiban jangka panjang;
i) Ekuitas dana"

lnformasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan
Keuangan

40.Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca
maupun dalam Catatan afas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-
pos yang disaiikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai
dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos
diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.
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41. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan

atas Laforan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah dan materialitas jumlah pos yang

bersangkutan.
42. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :

a) P-iutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi penjualan,

pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya;
b) Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan

mengatur akuntansi untuk peresediaan;
c) Asset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok

kebijakan yang

sesuai dengan

kebijakan yang mengatur tentang asset tetap;
d) Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukkannya;

e) Komponene ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana

lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;

0 pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan. 
daerah/llinnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat
pengendalian dan metode penilaian.

Laporan Arus Kas
43. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan

peiubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi, dan saldo kas

dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh

entitas pelaPoran.
44.Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas

operasi, inventasi assef nankeuangan, pembiayaan, dan
nonanggaran.

45. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan

dengan arus kas diatur dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus

Kas.

Catatan atas LaPoran Keuangan
Struktur

46.Agar dapat digunakan oteh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,
Catatan atas taporan Keuangan sekurang-kurangnya disaiikan
dengan susunan sebagai berikut:
a) lnformasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi

regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD,

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian

target;
b) lkhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

"j lnformasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

traniaksi-transaksi dari kejadian-kejadian penting lainnya;

d) Pengungkapan informasi untuk pos-pos asset yang dan kewajiban
yang timOut sehubungan dengan penerapan basis akrual atas

penOapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis

kas;
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e) lnformasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yanga wa1ar,

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

0 Daftar dan skedul.
4T.aatatan afas Laporan keuangan disajikan secara srsfemafis. Sefiap

pos dalam Laporan realisasi Anggaran, Neraca, dan Arus Kas harus
mempunyai referensi sitang dengan informasi terkait dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

4S.Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penielasan atau dasar
terinci atau analrsis afas nilai suatu pos yang disaiikan dalam
Laporan RealLsasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianiurkan oleh Kebiiakan
Akuntansi Pemerintah Daerah serta pengungkapan'pengungkapan
lainnya yang dipertukan untuk penyaiian yang waiar atas laporan
keuangan, seperfi kewajiban kontiniensi dan komitmen'komitmen
lainnya.

49. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan
penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat

digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi
S0.Kebijakan akuntansi pada Catatan afas Laporan Keuangan

menielaskan hal'hal berikut ini :
a) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan;
b) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan

dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi

diterapkan oleh suatu entitas akuntansilentitas pelaporan; dan
c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami

laporan keuangan.
51. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran

yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.
Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan, maka informasia yang disajikan harus cukup

memadai untuk dapat mengindikasikan asset dan kewajiban yang

menggunakan basis pengukuran tersebut-
52. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu

diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah
pengungt<apan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami

setiip transaksi yang tercemin dalam laporan keuangan. Kebijakan-

kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi,

tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :

a) Pengakuan PendaPatan;
b) Pengakuan belanja,
c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
d) lnvestasi;
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e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan asset berwujud dan tidak
berwujud;

0 Kontrak-kontrak konstruksi;
g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
h) Kemitraan dengan Pihak ketiga;
i) Biaya penelitian dan pengembangan;
j) Persediaan, baik yang dijual maupun untuk dipakai sendiri;
k) Dana cadangan;
I) Penjabaran mata uang asing dan lindungi nilai.

53. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat
kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan
informasi untuk pengakuan ajak, retribusi, dan bentuk-bentuk lainnya dari
iuran wajib (nonreciprocal revenue), penjabaran mata uang asing, dan
perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

54. Kebijakan akuntansi bias menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang
disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material, Selain
itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan
diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan ini.

Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
55.Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila

belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan
keuangan, yaitu :

a) Domisili dan bentuk hokum suatu entitas serta jurisdiksi dimana
entitas tersebut beroperasi;

b) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
c) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02
LAPORAN RAELISASI ANGGARAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan mirtng adalah
paragraf kebijakan, yafrg harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
Keb ijakan Aku ntan si Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan
1. Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan

dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah
daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang relisasi dan
anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat
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ketercapaian targettarget yang telah disepakati antara legislative dan
eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Ruang Lingkup
3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Reaft.sasf

Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan
akuntansi ber basis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN
4- Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya. lnformasi tersebut berguna bagi
para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber-sumber dayan ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan
entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan .

a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.

5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna
dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk
mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang
dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi
Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan
tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi :

a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
b) Dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI
6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian :

o Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak diperkenankan
pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran
suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan
pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan
pengeluaran.

. Basis Kas adalah basis akuntansi
transaksi dan peristiwa lainnya pada
diterima atau dibayar.

o Belanja adalah semua pengeluaran
Daerah yang mengurangi ekuitas dana

yang mengakui pengaruh
saat kas atau setara kas

dari Rekening Kas Umum
lancar dalam periode tahun
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anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah daerah.

. Dana Cadangan adalah dan yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggran.

o Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

o Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

o Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

o Pembiayaan {financing) adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahuntahun
anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah
terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau manfaatkan
surplus anggaran.

. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupatilwalikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

o Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan
belanja selama satu periode pelaporan.

. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan
dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN
7. Laporan Reafbasi Anggaran menyaiikan infarmasi realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.

8. Dalam Laporan Rea/isasf Anggaran harus diidentifikasikan secara
jelas, dan diulang pada setiap halaman laparan, iika dianggap perlu,
informasi berikut:
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a) Nama SKPDIPPKDIPemda;
b) Periode yang dicakup;
c) Mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
d) Satuan angka yang digunakan

PERIODE PELAPORAN
9. Laporan realr.sasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekalf

dalam setahun. Dalam sifuasi tertentu tanggal laporan suatu entitas
herubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disaiikan dengan
suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun
entitas meng u ng kapkan i nfo rm as i sebagai beri kut :
a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapt diperbandingkan.

TEPAT WAKTU
l0.Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan

tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti
kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan
pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan
laporan keuangan tepat waktu.

11. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggran
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
12. Lapaoran Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga

menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplusldefisit, dan
pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

1 3. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan,
belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.

l4.Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

1 5. Laporan Realr.sasi Anggaran sekurang'kurangnyan mencakup pos-
pos sebagai berikut :
a) Pendapatan,
b) Belanja;
c) Surplus atau Defisit;
d) Penerimaan pembiayaan;
e) Pengeluaran pembiayaan;

0 Pembiayaan neto; dan;
g) Sisa lebihikurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
l6.Pendapatan disajikan menurut kelompok pendapatan dalam

Laporan Reafisasi Anggaran, dan rincian lebih laniut ienis
pendapatan disaiikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
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17. Pos pendapatan yang harus disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode

ret<ehing jenis pendapatan, seperti : Pendapatan Pajak Daerah,

Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah.
l1.Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belania

menurut kelompok belania dalam Laporan Realrsasi Anggaran.
Ktasifikasi belanja menurut organisasi disaiikan dalan Laporan
Realrbasi Anggaran atau di Catatan afas Laporan Keuangan"
Ktasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
lg.Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata

uang rupiah dengan menjabarkan iumlah mata uang asing tersebut
menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi-

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN
BERBENTUK BARANG DAN JASA
Z0.Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk

barang dan jasa dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasf
Anggaran atau dilaparkan dalam Neraca. Untuk Laporan Realtlsasi
Anggaran dapat dilakukan dengan cara menaksir nilai barang dan

lasa fersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi
semacam ini harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas
Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi
yang releven mengenai bentuk dari pendapatan, belania, dan
pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi beruuiud harang,
barang rarnpasan, dan jasa konsultasi.

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SEBELUM
KONVERSI

21. Laporan realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun untuk semester
satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan
dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran
SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut :

PEMBIAYAAN
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SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

n Asli Daerah

Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yano Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yano Sah

Belania Tidak langsu

Belania oeoawai
Belania Barano dan Jasa

PEMERINTAH PROVINSUKABUPATEN/KOTA .....
SKPD.....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

Dalam Ru

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

22.Pendapatan Asli Daerah yang merupakan wewenang SKPD untuk
pencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di

atas, tidak terdapat perbedaan. Oleh karena itu, untuk PAD tidak
memerlukan konversi.

Permendagri No. 13 Tahun 2006
PENDAPATAN

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah
1. Paiak Daerah 1 Paiak Daerah
2. Retribusi Daerah 2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah 4. Lain-lain PAD vano Sah
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Permendagri No. 13 Tahun 2006
BELANJA

PP t'to. 24 Tahun 2005 tentang SAP
BELANJA

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG A. Belania Operasi
1. Belania Pegawai 1. Belania Pegawai

2. Belania Barang
3. Bunqa
4. Subsidi
5 Hibah
6. Bantuan sosial

B. Belanja Modal
1. Belania Tanah

B. BELANJA LANGSUNG 2. Belania Peralatan dan Mesin

1. Belania Pegawai 3. Belania Gedung dan Bangunan

2. Belania Barang dan Jasa 4. Belania Jalan, lrigasi, dan Jaringan

3. Belania Modal 5. Belania Aset Tetap Lainnya
6. Belania Aset Lainnya

23. Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan
melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus
dilakukan konversi, yaitu : Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam

struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja
Konversi. Sedangkan untuk Belanja langsung konversi sebagai berikut:
a) Dari komponen belanja lansung, yaitu belanja pegawai ke komponen

belanja operasi pada akun belanja pegawai;
b) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa

ke komponen belanja barang; dan
c) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke

komponen belanja modal.
24. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang

SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program

dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung APBD,
tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus
dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu

dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri No. 13

Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 kemudian
konversinya berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah

dijelaskan di atas.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SETELAH KONVERSI
25. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran

SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005

adalah sebagai berikut :
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA .....
SKPD .....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

UTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

Pendapatan Pajak
Daerah

Pendapatan Hasil
Pengelolaan
Kekayaan Daerah

Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah Yano Sah

Belanja Peralatan dan
Mesin
Belanja Gedung dan

Belanja Jalan, lrigasi,

Belanja Aset Tetap
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PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUM
KONVERSI

26. Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat,

disusun setiap semester/Tahunan. Laporan ini menyajikan informasi
relisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur
Laporan Realisasi Anggaran PPKD sebelum konversi adalah sebagai
berikut.

PEM ERINTAH PROVINSI/KABU PATEN/KOTA . ....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER .....

Dalam
Anggaran

Setelah
Perubahan

Pendapatan Pajak
Daerah

Pendapatan Hasil
Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yano Dioisahkan
Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah Yano Sah

Dana Baqi Hasil
Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil
Bukan
Pajat</Sumber

Dana Alokasi
Umum

Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
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133 Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah
Daerah Lainnya

1.3.4 Dana Penyesuaian
dan Otonomi
Khusus

1.3.5 Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau
Pemerintah
Daerah Lainnva

Jumlah Pendapatan
2 Belania
2.1 Belanja Tidak

Lanosuno
2.1.1 Belania Peoawai
2.1.2 Belania Bunoa
2.1.3 Belania Subsidi
2.1.4 Belania Hibah
2.1.5 Belanja Bantuan

Sosial
2.1.6 Belania Baoi Hasil
2.1.7 Belanja Bantuan

Keuanoan
2.1.8 Belanja Tidak

Terduoa
2.2 Belania Langsung
2.2.1 Belania Paoawai
2.2.2 Belanja Barang

dan Jasa
2.2.3 Belania Modal

Jumlah Belania
SURPLUSI (DEFISIT}

3 Pembiayaan Daerah
3.1 Penerimaan

Pembiavaan Daerah
3.1 1 Penggunaan

SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana

Cadanoan
3.1 .3 Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah
Yanq Dipisahkan

3.1.4 Penerimaan
Piniaman Daerah

3.1.5 Penerimaan
Kembali
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Pemberian
Piniaman

3.1.6 Penerimaan
Piutano Daerah

Jumlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran

Pembiavaan Daerah
3.2.1 Pembentukan

Dana Cadanoan
3.2.2 Pernyertaan Modal

(lnvestasi)
Pemerintah
Daerah

3.2.3 Pembayaran
Pokok Utano

3.2.4 Pemberian
Piniaman Daerah

Jumlah Penqeluaran
Pembiavaan Neto

3.3 Sisa Lebih
pembiayaan Anggaran
(SiLPA)

KONVERSI UNTUK LAPORAN REAL]SASI ANGGARAN PPKD

Permendagri No. 13 Tahun 2006
PENDAPATAN

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
PENDAPATAN

A. Pendapatart Asli Daerah A. Pendaoatan Asli Daerah
1. Paiak Daerah 1. Paiak Daerah
2. Retribusi Daerah 2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yanq Dipisahkan
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah vano Dipisahkan
B. Dana Perimbangan B. Pendapatan Transfer

1. Dana Bagi Hasil Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbanoan

1. Dana Basi Hasil Paiak

PaialdSumber Daya Alam
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya

Alam
2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus 4. Dana Alokasi Khusus

C. Lain-Lain Pendapatan daerah
Yanq Sah

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

1. Pendapatan Hibah 1. Dana Otonomi Khusus

2. Dana Darurat 2. Dana Penvesuaian

3, Dana Bagi Hasil Pajak Dari fransfer Pemerintah Provinsi
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Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya

4. Dana PenYesuaian dan Otonomi
Khusus

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah
Lainnya

2. Pendapatan Bagi Hasil LainnYa

C. Lain-lain PendaPatan Yang Sah
1. Pendapatan Hibah
2. Pendapatan Dana Darurat
3. Pendapatan Lainnya

2T.Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan

melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus

dilakukan konversi yaitu :

a) Dari komponen Dana Perimbangan, yakni : Dana Bagi Hasil Pajak,

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer.
b) Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni : Dana

penyesuaian dan Otonomi Khusus dan ntuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah Lainnya ke komponen Pendapatan Transfer
dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006
BELANJA

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
BELANJA

A. Belania Tidak Lansung A. Belanja Operasi
1. Belania Pegawai 1. Belania Pegawai

2. Belania Bunoa 2. Belania Barang

3. Belania Subsidi 3. Belania Bunga

4. Belania Hibah 4. Belania Subsidi

5. Belania Bantuan Sosial 5. Belania Hibah

6. Belania Basi Hasil 6. Belania Bantuan Sosial

7. BelanjaBantuan Keuangan B. Belania Modal

8. Belania Tidak Terduga 1. Belania Tanah

B. Belania Langsung 2. Belania Peralatan dan Mesin

1. Belania Peqawai 3. Belania Gedung dan Bangunan

2- Belanja Barang dan Jasa 4. Belanja Jalan, lrigasi, dan
Jaringan

3. Belania Modal 5. Belania Aset TetaP LainnYa
6. Belania Aset LainnYa

C. Belania Tak Terduga
1. Belania Tak Terduga

D. Transfer/Bagi Hasil ke Desa
1. Basi Hasil Pajak
2. Baqi Hasil Retribusi
3. Bagi Hasil Pendapatan [ainnYa
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28. Belanja yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan

melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus

dilakukan konversi, Yaitu :

a) Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke

komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai.

b) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa

ke komponen belanja barang
c) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke

komponen belanja modal.
29. Sedangkan pada belanja tidak langsung untuk akun Belanja Bagi Hasil,

Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga masuk dalam
kelompok tersendiri menurut PP No. 24 Tahun 2005 sebagai berikut :

a) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke

komponen belanja tidak terduga, dan
b) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan

belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa.

30. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang

SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program

dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam

ApBD,letapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja

harus dilaporkan bersama program dan kegiatan.

31. Penerimaan pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk

mencatat dan melaporkannya dalam Neraca, seperti terlihat, dalam

bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu dari akun penerimaan

pinjaman daerah ke pinjaman dalam negeri.
32. i,engeluaran pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk

mentatat dam melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan

Permendagri No. 13 Tahun 2005
PEMBIAYAAN

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
PEMBIAYAAN

A. Penerimaan pembiayaan A. Penerimaan Pembiayaan
1. Penqouna SiLPA 1. Penqouna SiLPA

2. Pencairan Dana Cadangan 2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Penjualan KekaYaan
Daerah vanq DiPisahkan

3. Hasil Penjualan KekaYaan
Daerah yang DiPisahkan

4. Penerimaan Piniaman Daerah 4. Penerimaan Dalam Negeri

5. Penerimaan Kembali
Pemberian Piniaman

5. Penerimaan Kembali Pinjaman

B. Pengeluaran PembiaYaan Daerah B. Pengeluaran PembiaYaan Daerah

1. Pembentukan Dana Cadangan 1. Pembentukan Dana Cadangan

2. Penyertaan Modal (lnvestasi)
Pemerintah Daerah

2. Penyertaan Modal (lnvestasi)
Pemerintah Daerah

3. Pembayaran Pokok Utang 3. Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam Negeri

4. Pemberian Piniaman Daerah 4. Pemberian Pinjaman Daerah
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di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan

yang berarti.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI

33. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran

PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005

adalah sebagai berikut :

PEM ERINTAH PROVINSUKABU PATEN/KOTA .....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PPKD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31

DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

Dalam Ru

Paiak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Transfer Pemerintah Pusat-Dana

Dana Baoi Hasil Paiak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Transfer Pemerintah Provinsi
an Baoi Hasil Paiak

n Baoi Hasil Lainnva
Lain-lain Pendapatan vang Sah

Pendapatan Lainnya
Jumlah Pendapatan
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2.1.6 Bantuan Sosial
2.2 Belania Modal
2.2.1 Belania Tanah
2.2.2 Belania Peralatan dan Mesin
2.2.3 Belania Gedung dan Bagunan
2.2.4 Belania Jalan, lrioasi, dan Jaringan
2.2 5 Belania Aset Tetap Lainnya
2.2.6 Belania Aset Lainnya
2.3 Belania Tidak Terduga
2 3.1 Belania Tidak Terduga

Jumlah Belania
2.4 Transfer/Bagi Hasil ke Desa
2.4.1 Baoi Hasil Retribusi
2.4.2 Baoi Hasil Pendapatan Lainnya

Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa
SURPLUSI (DEFlSlr)

3 Pembiayaan
3.1 Penerimaan Pembiavaan
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

Anqqaran (SiLPA

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1 .3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

vano Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Piniaman Daerah
3.1 5 Penerimaan Kembali Pemberian

Piniaman Daerah
3.1.6 Penerimaan piutanq Daerah

Jumlah Penerimaan
3.2 Penqeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (lnvestasi)

Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 Pemberian Piniaman Daerah

Jumlah Penqeluaran
PEMBIAYAAN NETO

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA)

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN GABUNGAN
PEMDA
34. Laporan Realisasi Anggaran gabungan Pemda disusun di semester satu

dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari

seluruh SATKER dan PPKD sebagai PPKDIBUD. Laporan ini dibuat oleh
PPKD sebagai Pemda.
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35. Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan
proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan

dan belanja dari PPKD dan semua SATKER. Berikut adalah contoh
worksheef untuk Laporan Realisasi Anggaran Gabungan :

No. Uraian SATKER 1 SARKER 2 PPKD Gabunqan
1 Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan Paiak Daerah XXX xxx xxx
4 Pendapatan Retribusi Daerah Xxx xxx xxx

5
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah vang Dipisahkan

xxx xxx

6 Lain-lain PAD yang Sah xxx xxx

7
Jumlah Pendapatan Asli
Daerah

Xxx XXX XXX XXX

8 Dana Perimbanoan/Transfer XXX Xxx
I Lain-lain Pendapatan vang Sah XXX XXX

10 Jumlah Pendapatan Xxx XXX XXX xxx
11 Belania

12
Belanja Tidak
Lanosunq/Operasi

Xxx xxx xxx xxx

13 Belania LangsunglModal Xxx xxx xxx xxx
14 Jumlah Belania XXX xxx xxx xxx

15 Surplus/Defisit Xxx xxx xxx xxx

16 Pembiavaan Daerah
17 Penerimaan Pembiavaan xxx xxx
18 Penoeluaran Pembiavaan xxx xxx

19 Pembuiavaan Neto XXX xxx

2A
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun
Berkenaan (SiLPA)

xxx XXX
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KEBIJAKAN AKUNTANSI No. 03
NERACA

Paragraf-paragraf yang ditutis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragra{
penjelasan yang ditutis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
Keb$akan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan
1. Tujuan Kebijakan Neraca Adalah Menetapkan dasar-dasar penyajian

Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan.

2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup
3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyaiian Neraca yang disusun

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual
untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

KLASIFIKASI
4. Sefiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan

asetnya dalam assef lancar dan nonlancar serfa
mengklasifikasikan t<ewaiibannya meniadi kewaiiban iangka
pendek dan iangka paniang dalam Neraca.

5. Sefrap entitas akuntansi/entitas pelaparan mengungkapkan
sefi?p pos asset dan kewaiibannya yang mencakup iumtah-
jumlah yang dharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu
12 (dua belasJ bulan setelah tanggal pelaporan dan iumlah-
jumtah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu
lebih 12 (dua belas) bulan.

6. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan
barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan
pemerintah, perlu adanya klasifikasi terpisah antara asset lancar dan
nonlancar dalam Neraca untuk memberikan informasi mengenai
barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi
berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka
panjang.

7. lnformasi tentang tanggaljatuh tempo asset dan kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas
akuntansilentitas pelaporan. lnformasi tentang tanggal penyelesaian

asset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan
juga bermanfaat untuk mengetaihui apakah asset diklasifikasikan
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sebagai asset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan
sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

8, Neraca yang mencantumkan sekurang'kurangnya pos-pos
berikut:

Kas dan setara kas;
lnvestasi jangka pendek,
Piutang pajak dan bukan pajak;
Persediaan;
lnvestasi jangka panjang;
Asset tetap;

g. Kewajiban jangka panjang;
h. Kewajiban jangka pendek; dan
i. Ekuitas dana.

9. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disaiikan dalam Neraca
jika kebijakan Akunfansi Pemerintah Daerah mensyarakan, atau
jika penyajian demikian perlu untuk menyaiikan secara waiar
posisi keu angan su atu entrtas aku ntan si/entitas pelapo ran.

10. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah
didasarkan pada factor-faktor berikut ini :

a) Sifat, likuiditas, dan materialitas asset;
b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas

pelaporan;
c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

11.Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur
dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh,
sekelompok asset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan
dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang
diestimasikan.

PENYUSUNAN NERACA SKPD SEBELUM KONVERSI
l2.Setelah disusun LRA SKPD, kemudian melakukan jurnal penutupan,

selanjutnya Satuan Kerja menyusun Neraca SKPD. Neraca ini

menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai
asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Format
Neraca SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

PEM ERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
NERACA SKPD .....

Per31 DesemberTahun n dan Tahun n-1

a.
b.
c.
d.
6

f.

Uraian
Jumlah

Kenaikan
(Penurunan)

Tahun n Tahun n-l Jumlah {ffrl
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas

Kas d Bendahara Penerimaan
Kas d Bendahara Pengeluaran
Setara Kas
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lnvestasi Janoka Pendek
lnvestasi Dalam Deposito
lnvestasi Dalam Saham
lnvestasi Dalam Oblioasi

Piutano
Piutano Paiak
Piutano Retribusi
Piutano Lain-lain

Persediaan
Persediaan Alat Tulis Kantor
Persediaan Alat Listrik
Persed iaan Material/Bahan
Persediaan Benda Pos
Persediaan Bahan Bakar
Persediaan Bahan Makanan Pokok

Jumlah
ASET TETAP
Tanah

Tanah
Peralatan dan Mesin

Alat-alat Berat
Alat-alat Anokutan Darat Bermotor
Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor
Alat-alat Anokutan di Air Bermotor
Alat-alat Angkutan di Air Tidak
Bermotor
Alat-alat Anokutan Udara
Alat-alat Benqkel
Alat-alat Pengelolaan Pertanian dan
Peternakan
Peralatan Kantor
Perlenokapan Kantor
Komouter
Meubelair
Peralatan dapur
Penohias Ruanoan Rumah Tangga
Alat-alat Studio
Alat-alat Komunikasi
Alat-alat Ukur
Alat-alat Kedokteran
Alat-alat Laboraturi um
Alat-alat PerseniataanlKeamanan

Geduno dan Banqunan
Geduns Kantor
Geduno Rumah Jabatan
Gedung Rumah Dinas
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Geduno Gudano
Banounan Berseiarah
Banounan Monumen
Tuou Perinoatan

Jalan, Jaringan, dan lnstalasi
Jalan
Jembatan
Jarinsan Air
Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan
kota
lnstalasi Listrik dan Teleoon

Aset Tetap Lainnva
Buku dan Kepustakaan
Barang Bercorak Kesenian,
Kebudavaan
Hewan/Ternak dan Tanaman

Konstruksi Dalam Penoeriaan
Konstruksi Dalam Penoeriaan

Akumulasi Penvusutan
Akumulasi Penvusunan Aset tetao

Jumlah
ASET LAINNYA

Taoihan Piutanq Peniualan Anosuran
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah
Kemitraan denoan Pihak Ketioa
Aset Tidak Berwuiud
Aset Lain-lain

Jumlah
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PEN DEK

Utans Perhitunqan Pihak Ketisa
Utano Bunoa
Utanq Paiak
Baoian lancar Utano ianoka Paniang
Pendaoatan Diterima di Muka
Utanq ianqka Pendek Lainnva

Jumlah
EKUITAS DANA LANCAR

SiLPA
Cadanoan Piutano
Cadanoan Persediaan
Dana Yang Harus Disediakan untuk
Penbavaran Utang Jangka Pendek

Jumlah
EKUITAS DANA INVESTASI
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Diinvestasikan dalam Aset tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnva

REKENING KORAN-PPKD
Jumlah
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
DANA

KONVERSI UNTUK NERACA SKPD
13. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih

pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri
Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 24 Tahun
kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan
konversi pada bagan di bawah ini :

14.Dari bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk SKPD, tidak
terdapat perbedaan pada kelompok asset lancar.

dahulu
No. 13

2005,
contoh

Permendagri No. 13 Tahun 2006
ASET LANCAR

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
ASET LANCAR

Kas
Kas di Bendahara Penerimaan 1. Kas di Bendahara Penerimaan
1. Kas di Bendahara Penseluaran 2. Kas di Bendahara Penoeluaran
2. Setara Kas

lnvestasi Janqka Pendek 3. lnvestasi Janoka Pendek
lnvestasi dalam Deposito
lnvestasi dalam Saham 4. Piutano Paiak
lnvestasi dalam Oblioasi 5. Piutano Retribusi

Piutang 6. Bagian Lancar Pinjaman kepada
Perusahaan Neoara

1. Piutang Pajak 7. Bagian Lancar Pinjaman kepada
Perusahaan Daerah

2. Piutang Retribusi 8. Bagian Lancar Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat

3. Piutang Lain-lain 9. Bagian Lancar Pinjaman kepada
Pemerintah Daerah Lainnva

Persediaan 10. Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Anosuran

'1. Persediaan Alat Tulis Kantor 11. Bagian Lancar Tuntutan
Perbendaharaan

2. Persediaan Alat Listrik 12.Bagian Lancar Tuntutan Ganti
Ruoi

3. Persediaan Material/Bahan 13. Piutanq Lainnva
4. Persediaan Benda Pos 14. Persediaan
Persediaan Bahan Bakar
Persediaan Bahan Makanan pokok
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Permendagri No. 13 Tahun 2006
ASET TETAP -PP 

Ntol4 Tahun 2oo5 tentang SAP
ASET TETAP

Tanah 1. Tanah

Peralatan dan Mesin 2. Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan 3. Gedunq dan Bangunan

Jalan, Jaringan, dan lnstalasi 4. Jalan, Jaringan, dan lnstalasi

Aset Tetap Lainnya .> 5. Aset TetaP LainnYa

Konstruksi dalam Pengerjaan 6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi penvusutan 7, Akumulasi penyusutan

l5.Perbedaan dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan,
dan lnstalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun

2006, sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005

kelompok yang sama adalah Jalan, lrigasi, dan Jaringan. Bila

diperhatikan lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening

Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan

termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya
tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya.

16. perbedaan pada kelompok Asset lainnya terlihat bahwa dalam format
pp No. 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No' 13 Tahun

2006 hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan

tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 24

Tahun 2005. Oleh karena itu, dalam konversi, sesuain dengan

kejadian transaksinya, perlu dibedakan ke dalam dua kelompok

sepertl dalam PP No. 24Tahun 2005'

Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET
LAINNYA

PP No. 24 Tahun 2005 tentang
SAP ASET LAINNYA

1. Tagihan Piutang Penjualan
Angsuran

1. Tagihan Penjualan Angsuran

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah

2. Tuntutan Perbendaharaan

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 3. Tuntutan Ganti Rugi

4. Aset tidak Berwujud 4. Kemitraan dengan Pihak
Ketisa

tr Aset Lain-lain 5 Aset tidak Berwujud
6. Aset Lain-lain

Permendagri No. 13 Tahun 2006
KEWAJIBAN

PP wo. 24 Tahun 2005 tentang SAP
KEWAJIBAN

A. Kewaiiban Jangka Pendek A. Kewaiiban Jangka Pendek

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

(PPK)

2. Uang Muka dari Kas Daerah* 2. Utang Bunga

3. Utang Bunga
3. Bagian Utang Lancar dalam

Negeri
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4. Utang Pajak
4. Bagian Lancar Utang Jangka

Panianq lainnYa

5. Utang jangka Pendek lainnYa5. Bagian Lancar Utang JangKa

Paniang
n Ponrlanafan lliterima di Muka

7. Utang Jangka PendeK Lqlnrryq

17. Perbedaan kelomPok kewajiban :

* Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Lampiran E.Xll-Format

Neraca SKPD) terdapat Uang Muka dari Kas Daerah- Bila yang

dimaksud adalah transfer kas dari BUD, maka diakui/dicatat

sebagai RK-PPKD yang menjadi bagian akun ekuitas dana di

SKPD.
* Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat Pendapatan

Diterima di Muka/Pendapatan yang Ditangguhkan' Hal ini terjadi

dari transaksi pendapatan yang diterima oleh Bendahara

Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Namun

sebenarnya bila 
- 
transaksi itu terjadi maka diakuiidicatat ke

pendapatln sesuai dengan jenisnya dan bukan sebagai

pendapatan yang ditangguhkan. Tetapi bila akun tersebut muncul

dari transat<si tainnya yang menyebabkan pendapatan diteima di

muka, maka dapat dikonversikan ke dalam Utang Jangka Pendek

Lainnya menurut PP No. 24Tahun 2005.

18. Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan

antara Fermendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No 24 Tahun

2005 bagi komponen Ekuitas pada Neraca'
* Akuri Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek merupakan contra accaunt dari Ekuitas Dana

Lancar.

NERACA SKPD SETELAH KONVERSI

Permendagri No. 13 Tahun 2006
EKUITAS DANA

PP tr.to. Za Tahun 2005 tentang SAP
EKUITAS DANA

Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar

Sisa Lebih PembiaYaan Anggaran
(SiLPA)

1. Sisa Lebih PembiaYaan
Anosaran (SiLPA)

Cadangan Piutang 2. Cadangan Piutang

Cadanqan Persediaan 3. Cadanqan Persediaan

Dana yang Harus Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jangka
Pendek*

4. Dana yang Harus Disediakan
untuk PembaYaran Utang
Janqka Pendek

Ekuitas Dana lnvestasi Ekuitas Dana lnvestasi

1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1. Di nvestasikan dalam Aset TetaP

2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
(tidak termasuk Dana Cadallgen)--

2. Diinvestasikan dalam Aset
Lainnva
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19. Setelah melakukan konversi, maka

berdasarkan Peraturan Pemerintah

sebagai berikut:

format Neraca SKPD Yang
No. 24 Tahun 2005 adalah

PEMERINTAH PROVINSI'KABUPATEN/KOTA .....
NERACA SKPD .....

Per31 Desember20Xl dan 20X0

Dalam Ru

ASET LANCAR
Kas di bendahara Penerlmaan
Kas di bendahara
lnvestasi Jangka Pendek

P

Piutanq Retribusi
ian Lancar Pi Perusahaan Neqara

ian Lancar Pinjaman Perusahaan Daerah

an t-ancar plniaman kepada Pemerintah Pusat

@jaman kepada Pemerintah Daerah

ian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
ian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
ian Lancar Tuntutan Ganti

Piu La
Persediaan

Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP

Peralatan dan Mesin
dan Ba

lrigasi, dan Jarin
Aset T Lainnva
Konstrusi dalam
Akumulasi

Jumlah Aset T
ASET LAINNYA

ihan Pen
Tuntutan Perbendaharaan
Tuntutan Gaii Rugi
Kemitraan Pihak Keti

Aset Tak ud
Aset Lain-lain

Jumlah Aset lainn
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
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KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utanq Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utano Bunga
gaqian Lancar Utang Dalam Negeri - Pe1.4e!$ql lq!g!
nagran Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah
Lainnya
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Bukan Bank
Baqian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnye
Utanq Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewaiiban
EKUITAS DANA LANCAR

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Cadangan Piutang
Cadanoan Persediaan
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang
ianoka Pendek

Jumlah Ekuitas Dana Lancar
EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Aset TetaP
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Jumlah Ekuitas Dana lnvestasi

Rekeninq Koran-PPKD
Jumlah Ekuitas Dana
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

PENYUSUNAN NERACA PPKD SEBELUM KONVERSI
20. Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca

PPKD. Neraca ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan
PPKD mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pad atanggal

tertentu. Sebelum menyusun Neraca PPKD, terlebih dahulu clibuat
jurnal penyesuaian (jika ada). Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan
agar nilai dari akun-akun Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada

tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi : penyesuaian untuk nilai

piutang pendapatan, jumlah persediaan, nilai asset tetap. Format

neraca PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

PEM ERINTAH PROVINSUKABUPATEN/KOTA .....
NERACA PPKD

Per31 DesemberTahun n dan Tahun n-1
Dalam

Uraian
Jumlah

Kenaikan
(Penurunan)

Tahun n Tahun n-1 Jumlah {a/a\

ASET
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ASET LANCAR
l{ac

Kac, di Kas Daerah

lnvestasi Jangka Pendel<
lnvestasi dalam Saham
lnvestasi dalam Obligasi

Piutanq
Piutang Pajak
Piutanq Retribusi
Piutang Dana Bagi Hasil

Piutanq Dana Alokasi Umum
Piutang Dana Alokasi Khusus
Piutang Lain-lain

Jumlah

-I NVE STAS I JAN G KA PAN JAN G

lnvestasi Permanen
Piniaman kepada Perusahaan Negara
Piniaman kepada Perusahaan Daerah
Pinlaman kepada Pemerintah Daerah
Lainnva
lnvestasi dalam Surat Utang Negqla
lnvestasi Dana Bergulir
lnvestasi Non Permanen LainnYa

lnvestasi Non Permanen
Penvertaan Modal Pemerintah Daerah
Penyertaan Modal dalam ProYek
Pembangunan
Penyertaan Modal Perusahaan
Patunoan
lnvestasi Permanen LainnYa

Jumlah
ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedunq dan Bangunan
Jalan, Jaringan, dan lnstalasi
Asset TetaP Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah
ASET LAINNYA

Taqihan Peniualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Gaji Kerugian
Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Asset Tak Beruqud
Asset Lain-lain
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Jumlah
RK.SKPD
RK-SKPD
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
Kewaiiban Janska Pendek

Utano Perhitunqan Pihak Ketiga
Utanq Bunga
Utano Paiak
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka

Kewaiiban Jangka Paniang
Utanq Dalam Negeri
Utang Luar Negeri

Jumlah
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR

SILPA
Cadangan Piutang
Cadanqan persediaan
Dana yang Harus Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam lnvestasi Jangka
Panianq

D nvestasikan dalam Aset TetaP-
Di nvestasikan dalam Aset LainnYa
Dana yang Harus Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jangka Panjang

EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan dalam Neraca
Cadanoan

Jumlah
UUUINN KEWAJIBAN DAN EKUITAS
DANA

KONVERSI UNTUK NERACA PPKD
21. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu

pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri No. 13

Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2AAT

dengan pp Nb. 2+ Tanun 2005, kemudian lakukan konversi, Untuk

lebih jelasnya perhatikan bagan di bawah ini :
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PP NA24 Tahun 2005 tentang SAP
ASET LANCAR

PArmendegri No. 13 Tahun 2006

ASET LANCAR

1. Kas di Kas Daerah1. Kas di Kas Daerah
investasi .langka Pendek

4. Piutanq Retribusi
5. Bagian Lancar Pinjaman kePada

2. Piutang Retribusi

O=agian Lancar Pinjaman kePada
Perusahaan Daerah3 Piutang Dana Bagi Hasil

7. Bagian Lancar Pinjaman kePada

Pemerintah Pusat4. Piutang Dana Alokasi Umum

8. Bagian Lancar Pinjaman kePada
Pemerintah Daerah LainnYa5. Piutang Dana Alokasi Khusus

a aagian Lancar Tagihan Penjualan
6. Piutang Lain-lain

-O Bagian Lancar Tuntutan Ganti

1',l. Piutano Lainnya
12. Persediaan

2l.Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang,

selain piutang pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri No' 13

Tahun 2006 terdapat akun Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana

Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus yang di dalam format

menurut PP No. 24 Tahun 20OS tidak disajikan contohnya, sehingga

dikonversikan ke Piutang lainnYa.

23. Kemudian dalam'formai PP No. 24 Tahun 2005 diberikan kelompok

akun Bagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman

kepada Perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada

Pemerintah Pusat, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah

Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan

Bagian Lancai Tuntuian Ganti Rugi yang di dalam Permendagri No'

13 Tahun 2006 tidak ada, sehingga dimasukkan ke dalam akun

Piutang Lain-lain.

Permendagri No. 13 Tahun 2005
INVESTASI JANGKA PANJANG

PP trto. 24 Tahun 2005 tentang SAP
INVESTASI JANGKA PANJANG

A. lnvestasi Non Permanen A. lnvestasi Non Permanen

1. Pinjaman kePada Perusahaan
Neqara

1. Pinjaman kePada Perusahaan
Neoara

2. Pinjaman kePada Perusahaan
Daerah

2. Pinjaman kePacia Perusahaan
Daerah

3. Pinjaman kePada Pemerintah
Daerah Lainnya

3. Pinjaman kePada Pemerintah
Daerah LainnYa

4. lnvestasi dalam Surat Utang
Negara

4. lnvestasi dalam Surat Utang Negara
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5. lnvestasi Dana Bergulir5. lnvestasi Dana Bergultr

6. lnvestasi Non Permanen LainnYa6. lnvestasi Non Permanen

B. lnvestasi Permanen
- Penyertaan Modal Pemerintah1. Penyertaan Modal Pemerintah

2. lnvestasi Permanen LainnYaZ Penyertaan Modal dalam ProYek

t Penyertaan Modal Perusahaan

4. lnvestasi Permanen LainnYa

24. Perb,edaan pada kelompok akun lnvestasi Jangka panjang :

a) Dalam format PP No. 24 Tahun 2005 lnvestasi dalam Proyek

Pembangunan digoongkan ke dalam kelompok lnvestasi Non

Permanen, sedangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006

Penyertaan Modai dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke

dalam kelompok lnvestasi Permanen.
b) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun

lnvestasi Dana Bergulir termasuk ke dalam lnvestasi Non
permanen, yang di dllam format PP No. 24 Tahun 2005 tidak

ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun lnvestasi Non

Permanen LainnYa.
c) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan termasuk ke dalam

lnvestasi Permanen, yang di dalam format PP No. 24 Tahun 2005

tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun lnvestasi Non

Permanen LainnYa.

25. Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada ketompok Jalan, Jaringan,

dan lnstalasi berdasarkan akun pada Permendagri No.13 Tahun 2006

yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2OO7. sedangkan

Lerdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama

adalah Jalan, lrigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama

ke dalam srsrnan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006,

yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah

-Permendagri No. 13 Tahun 2006
ASET TETAP

PP f*to. Z+ Tahun 2005 tentang SAP
ASET TETAP

Tanah 1. Tanah

Peralatan dan Mesin 2. Peralatan dan Mesin

Gpr{r rno dan Banounan 3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Jaringan, dan lnstalasiJalan, Jaringan, dan lnstalasl

Aset Tetap Lainnya 5. Aset TetaP LainnYa

Konstruksi dalam Pengerjaan 6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi PenYusutan 7. Akumulasi PenYusutan
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Permendagri No. 13 Tahun 2006
ASET LAINNYA

PP ttto. 24 Tahun 2005 tentang SAP
ASET LAINNYA

Tagihan Piutang Penjualan
Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah

Tuntutan Perbendaharaan

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tuntutan Ganti Rugi

Aset tidak Berwujud Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Lain-lain Aset tidak Berwujud
Aset Lain-lain

jaringan lrigasi,sehingga sebenarnya
di antara keduanYa.

tidak ada Perbedaan substansi

26. Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format
pp No. 24 iahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun

2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007, hanya ada

Tagihin funtutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan

ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 24 Tahun 2005. oleh

karena itu, sesuai dengan kejadian transaksinya perlu dibedakan ke

dalam dua kelompok seperti dalam PP No. 24Tahun 2005.

27. Perbedaan kelomPok Kewajiban :

a) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh

Permendagri No. 59 Tahun 20a7 terdapat Utang Pajak yng

dimasukkan ke dalam Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)

menurut PP No. 24Tahun 2005,
b) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh

Permendagri No. 59 Tahun 2OO7 terdapat Pendapatn Diterima

Dimuka yang dimasukkan ke dalam utang Jangka Pendek

Lainnya menurut PP No. 24fahun 2005,

-Permendagri No. 13 Tahun 2006
KEWAJIBAN

PP fto. 24 Tahun 2005 tentang SAP
KEWAJIBAN

A. Kewajiban Jangka Pendek A. Kewaiiban Jangka Pendek

1. Utang Perhitungan Pihak
Ketiga

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga
(PFK)

2. Utanq Bunga 2. Utang Bunga

3. Utang Pajak
3. Bagian Lancar Utang dalam

Negeri

4. Bagian Lancar Utang Jangka
Paniang

4. Bagian Lancar Utang Jangka
Paniano LainnYa

5. Pendapatan Diterima Dimuka 5. Utano Jangka Pendek LainnYa

B. Kewajiban Jangka Panjang B. Kewaiiban Jangka Panjang

1. Utanq Dalam Negeri 1. Utanq dalam Negeri

2. Utang Luar Negeri 2. Utang Jangka Panjang LainnYa
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c) Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh

Permendagri No. 5-9 Tahun 2oa7 terdapat Utang Luar Negeri yang

dimasukkan ke dalam utang Jangka Panjang Lainnya menurut PP

No. 24 Tahun 2005.
28. Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan

antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah 
- 

oleh

Permendagri No. 59 Tanun 2AO7 dengan PP No 24Tahun 2005 bagi

komponen Ekuitas Pada Neraca.
t Akun Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran utang

Jangka Pend-ek merupakan contra account dari Ekuitas Dana

Lancar,
{. Akun Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang

jangka panjang merupakan contra account dari Ekuitas Dana

lnvestasi.

NERAGA PPKD SETELAH KONVERSI
29. Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah

sebagai berikut.

PEM ERINTAH PROVINSI/KABUPATENIKOTA .....
NERACA PPKD

Per31 Desember20Xl dan 20X0

Uraian
ASET

2AX1 20x0

ASET LANCAR
Kas

Kas di Kas Daerah
lnvestasi Jangka Pendek
Piutang Paiak
Piutang Retribusi
gaqian Lancar Pinjaman kepada Peruqahaan Negara
gaoran tancar Pinjaman kePaO@
Baqian Lancar Piniaman kepada Pemerintah Pusat

Baqtan Lancar Piniaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Baq an Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Baqian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
Baoian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Lainnya
Persediaan

Jumlah Aset Lancar
INVESTASI JANGKA PANJANG
lnvestasi Non Permanen

Piniaman kePada Perusah@
Piniaman kepada Perusahaan Daerah
Piniaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
lnvestasi dalam Surat Utang Negara
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lnvestasi Dalam
lnvestasi Non Permanen Lainn

lnvestasi Permanen
Modal Pemerintah Lainn

lnvestasi Permanen Lai

ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin

Jalan, dan Jari

Aset T Lainnva
Konstrusi dalam Pe

Akumulasi
Jumlah Aset T
DANA CADANGAN

Dana Cada
ASET LAINNYA

Taqihan Penjualan
Tuntutan Perbendaharaan
Tuntutan Gaji Ru

Kemitraan an Pihak Keti

Aset Tak
Aset Lain-lain

Jumlah Aset lainn

Rekeninq Koran-SKPD
Rekeninq Koran-SKPD

JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEwRJ IEAN JANGKA PEN DEK

Perhi Pihak Ketisa (PPK

ian Lancar Uta Dalam Neseri - Pemerintah Pusat

@Dalam Negeri - Pemerintah Daerah

egeri - Lembaga Keuangan Bukan

ian Lancar Utang Dalam NegerL: !!]lggg
ian Lancar Janoka Paniang Lai

Utang Jangka Pendek Lain

Jumlah Kewajiban J Pendek
XTWNJI gAN JANGKA PANJANG

Utano Dalam ri - Pemerintah Pusat

Uta Oalam Neoeri - Pemerintah Daerah Lain

U Dalam Negeri - Keuangan Bank
Bukan BankDalam Negeri -

-42-



Utano Dalam Negeri - Ob
Lainnya

Jurnlah
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR

SILPA
Cada
Ca

tuk Pembayaran Utang Jangka

Jumlah Ekuitas Dana Lancar
TXUITNS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam lnvestasi
Diinvestasikan dalam Aset T
Dinvestasikan dalam Aset Lainn

tuk Pembayaran Utang Jangka

.lunU'afr gkauitas Dana Investasi
CXUITAS DANA CADANGAN

Diinvestasikan dalam Dana
Jumlah Ekuitas Dana
JUMLAH EKUITAS DANA
@N DAN EKUITASDANA

NERACA GABUNGAN PEMDA
30. Neraca gabungan Pemda disusun pada akhir tahun anggaran' dalam

penyusunan la-poran keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang

sifafnya reciprocal(timbale balik antara unit dalam satu Pemda) harus

dihilahgkan ierlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal

tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun reciproca!' Akun-

akun resiprokal yang terjadi dalam system akuntansi keuangan

daerah ini adalah axun nx-sKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-

SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh

SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan

transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh

terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan

PPKD dan SKPD adalah hubungan Pusat - Cabang- Dimana PPKD

bertindak sebagai kantor pusat, dan SKPD bertindak sebagai kantor

cabang, tetapi leduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu Entitas

Pelaporan Pemda yang bersangkutan.
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31. Contoh worksheet untuk neraca gabungan adalqh sebagal berlKut :

No Uraian
SATKER
1,2,...n

PPKD Eliminasi Gabungan

1 Aset
2 Aset Lancar
3 Kas di Kas Daerah xxx xxx xxx

4 Kas di Bendahara Penerimaan xxx XXX XXX

5 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx XXX XXX

6 Piutang Pajak Daerah xxx Xxx

7 Piutang Retribusi Daerah XXX Xxx

B
Piutang hasil Pengelolaan
kekayaan daerah Yang dipisahkan

XXX xxx

9 Piutang lain-lain PAD Yang sah xxx XXX XXX

10 Piutang dana Perimbangan xxx XXX

11
Piutang lain-lain pendapatan yang
sah

xxx xxx

12 Persediaan XXX XXX XXX

13 Jumlah asset lancar XXX XXX XXX

14 lnvestasi iangka Pan1ang XXX XXX xxx

15 Asset tetap
16 Tanah xxx xxx xxx

17 Peralatan dan Mesin xxx xxx XXX

18 Gedung dan Bangunan XXX XXX xxx

19 Jalan, lrigasi, dan Jaringan XXX XXX xxx

2A Aset Tetap LainnYa xxx xxx XXX

21 Akumulasi PenYusutan (xxxi (xxx) (xxx)

22 Jumlah Aset TetaP XXX xxx xxx

23 Dana cadangan xxx XXX

24 Asset lainnya XXX xxx xxx

25 Rekenino Koran -SKPD xxx (xxx)

26 Jumlah asset xxx xxx xxx

27 Kewaiiban xxx xxx xxx

28 Ekuitas dana xxx xxx

29 Rekeninq Koran-PPKD XXX (xxx)

30 Jumlah ekuitas xxx xxx xxx

ikut
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04
LAPORAN ARUS KAS

Paragraf-paragraf yang ditutis dengan huruf tebal dan miring adalah

pirairaf'kebf;akan-, ying harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
'penielasan yang aiiuti{ dengan huruf brasa dan Kerangka Konseptual
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan
1. Tujuan Kebiiakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyalian

laporan arul kas yang memberikan infarmasi histories mengenai
perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan
'mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi,
invesfasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran
selama satu Periode akuntansi.

2. Tujuan pelaporan arus kas adatah memberikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan sefara kas

selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan sefara kas
pada tanggai pelaporan. lnformasi ini disaiikan untuk
pertanggungiawaban dan pengambilan keputusan'

Ruang LingkuP
3. - Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan

kebijakan ini dan menyajikan laporan tersehut sebagai salah

satu komponen laporai keuangan pokok untuk sefiap periode

penyai ian laPoran keuangan -

Manfaat lnformasi Arus Kas
4. lnformasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa

yang akan dating, serta berguna untuk menilai kecermatan atas

taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya'
5. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas

masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan'

6. apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas

memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan

dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu

entitas pel-aporan dan struktur keuangan pemerintah daerah

(termasuk likuiditas dan solvabilitas)

Devinisi
7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan

dengan Pengertian :

o Asef adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki

oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimas depan
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diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

ilan srmOer-sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah

dan budaya.
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD) adalah

r"niana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan RakYar Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas

pada Bendahara Umum Daerah.
Aktivitas Operasi Adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran

kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah

selama satu Periode akuntansi.
Aktivitas lnvestasi Asef Nan Keuangan adalah aktivitas

penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan

dan pelepasan asset tetap dan asset non keuangan lainnya.

Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan

diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah

dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang,

dan utang pemerintah sehubungan dengan dengan pendanaan

defisit atau penggunaan surplus anggaran.
Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran
pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah'

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening kas Umum

Daeran yang mengurangi ekurtas dana lancar dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak

dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Ekuitas Dana adalah kekayan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda'

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yamg penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintah daerah.
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap

saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah

daerah.
Kas lJmum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah

yang ditentukan oleg Gubernur untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah'
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o Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang

mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang

dikendalii<an bersama dengan menggunakan asset dan atau hak

usaha yang dimiliki
. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang'
o Mata tJang Asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

o Mata ttang Pelaporan adalah mata uang Rupiah yang digunakan

dalam menyajikan laporan keuangan.
t Metode aiaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat

nilai lnvestasi berdasarkan harga perolehan'

o Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat

nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi

tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian

investor atas kekayaan bersihlekuitas dari badan usaha penerima

investasi (rnvesfee) yang terjadi sesudah perolehan awal

investasi.
o Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran ying bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah'
. Penerimaan Kas adalah Semua aliran kas yang masuk ke

Bendahara Umum Daerah.
o Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari

Bendahara Umum Daerah.
. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban

keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan

periode tahun anggaran.
. Sefara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid

yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko

perubahan nilai Yang signifikan.
c Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu

periode PelaPoran.

Kas dan Setara Kas
B. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi

persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera diubah

menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko

perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi

disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh

tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
g. Mutasi antir pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam

laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari

manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi,

investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
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ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS
10. Entitas pelaporan adatah Pemerintah Daerah yang terdiri dari

safu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan
perundang-undangan waiib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban berupa laporan keuangan Pemda'

11. 
-Entitai 

pelaporan yang waiib menyusun dan menyaiikan laporan
arus kas adatah unit organr'sasi yang mempunyai fungsi
perbendaharan, yang ditakukan oleh fungsi akuntamsi PPKD.

12. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit

yang ditetapkan sebagai Bendaharawan Umum Daerah dan/atau

kuasa Bendahara Umum Daerah.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS
13. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran

kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan

aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan

non anggaran.
14. Klasifikiii arus kas menurut aktifitas operasi, investasi asset non

keuangan pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi
yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh

iari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah

daerah. lnformasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi

antara aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan,

dan non anggaran.
15. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa

aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari

pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang

akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan
pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas

operasi.

Aktivitas Operasi
16. Arus kas bersih aktivitas merupakan indicator yang menunjukkan

kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas

yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang

akan dating tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

17. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara

lain :

a) Pendapatan Asli Daerah:
b) Dana Perimbangan; dan
c) Lain-lain PendaPatan Yang Sah.

18. Arus kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk
pengeluaran, antara lain :

a) Belanja Pegawai,
b) Belanja Barang;
c) Bunga;
d) Subsidi;
e) Hibah;

-48-



f) Bantuan Sosial; dan
g) Belanja Lain-lain.

19. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang
sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk diiual, maka
perolehan dan penjualan surat berharga tersebut sebagai
aktivitas operasf.

20. Jika entitas pelaporan mengoforbasikan dana untuk kegiatan
suatu entitas lain, yang peruntukkannya belum ielas apakah
sebagaf modal keria, penyertaan modal, atau untuk membiayai
aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus
d i klasifi kasi kan sebagai aktiv itas operasi - Kejadian in i dijelaskan
dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas lnvestasi Aset Non Keuangan
21. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan mencerminkan

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan
pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan
dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat
dimasa yang akan dating.

22- Arus masuk kas dari aktivitas investasi asset non keuangan terdiri
dari :

a) Penjualan Aset Tetap;
b) Penjualan Aset lainnya.

23. Arus masuk kas dari aktivitas investasi asset non keuangan terdiri
dari :

a) Perolehan Aset Tetap;
b) Perolehan Aset lainnya.

Aktivitas Pembiayaan
24. Arus kas dari aktivitas pembiayaan menceiminkan penerimaan dan

pengeluaran kas bruto sehubungan dengan penggunaan deficit atau
penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi
klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim
pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan dating'

25. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain :

a) PenerimaanPinjaman;
b) PenjualanSurat Utang/Obligasi Pemerintah;
c) Hasil Privatisasi Perusahaan Daerah/Divestasi;
d) Penjualan lnvestasi Jangka Panjang Lainnya; dan
e) Pencairan Dana Cadangan.

26. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain :

a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
b) Pembayaran obligaso Pemerinyah;
c) Penyertaan Modal Pemerintah;
d) Emberian Pinjaman jangka Panjang, dan
e) Pembentukan Dana Cadangan.
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Aktivitas Non Anggaran
27. Arus kas dari at<tivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggalan

penlapata, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas

dari aktivits non aiggrran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)

dan kiriman uang. PPK menggambarkan kas yang berasal dari

jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau

diterima secari tuhai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen

dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar

Rekening Kas Umum Daerah.
28. Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PPK

dan kiriman uang masuk.
29. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran

PPK dan kiriman uang keluar.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI

ASET NON KEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN NON ANGGARAN

3A. Entitas Pelaporan melaporkan secara terpisah kelpmpok utama

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi,
-investasi 

asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
31_ Entitas Pelaporan dapat menyaiikan arus kas dari aktivitas

operasi dengan cara metode langsung, Metode langsung ini
mengung*apkan pengelompokan utama penerimaan dan
pengeluaran kas bruto,

32. 
-EntiGs 

Pelaporan Pemerintah Daerah sebaiknya menggunakan

metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.

Keuntungan menggrnakan metode langsung adalah sebagai berikut

:

a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan

arus kas di masa Yang akan datang;
b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

ci Data tentang kelompok penerirnaan dan pengeluaran kas bruto

dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi'

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

33. Arus kas yang timbut dari aktivitas operasi dapat dilaparkan atas

dasar arus kas bersih dalam hal :
a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima

manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan

aktivitas pinaf lain dari pada aktivitas pemerintah daerah' Salah

satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional'
b) penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksitransaksi yang

perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktu

singkat.
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ARUS KAS MATA UANG ASING
34. Aras kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus

dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan

menjabarkan mata uang asrng tersebut ke dalam mata uang

rupkh berdasarkan kurs pada tanggal transaksi'
35. Aius kas yang timbut dari aktivitas en#fas pelaporan di luar

negeri haris diiabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan
kurs pada tanggal transaksi.

36. Keuntungan itau kerugian yang belum direalisasikan akibat
perubahin kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA
37. Arus ftas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan

pengeluaran belania untuk pembayaran bunga piniaman serta'penirimaan 
pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah

'harus 
diungkapkan secara terpisaf. Setnp akun yang terkait

dengan transaftsi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam
aktiiitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

38. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus

kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima

dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

39. Jumiah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang

dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah

pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi

yang bersangkutan.
40. jumian penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah

yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas

V"ng benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah

dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

41. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat

dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas

dan metode biaYa.
42. Jnvesfasi Pemerintah Daerah dalam perusahaan daerah dan

kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu
sebesar n i lai Perolehan nYa-

43. Entitas Pelaporan melipo*an pengeluaran rnvesfasi iangka
panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus

kas aktivitas PembiaYaan.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT

OPERASI LAINNYA
44. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan

daerah harus disaiikan secara terpisah dalam aktivitas
pembiavaan.
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45 Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dam

pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama

safu periode. Hat-halyang diungkapkan adalah :
a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
bi Bagian dari harga pembeliaan atau pelepasan yang dibayarkan

dengan kas dan setara kas;
c) Jumiah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit

operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
d) Jumlah asset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui

oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh

atau dilepas.
Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan dangerah dan unit

opeiasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu

untuk membedakan arus kas tersebui dari arus kas yang berasal dari

aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan

non anggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak

dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
Aset dan utang selain kas dan sefara kas dari perusahaan
daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan
perlu diungkapkan hanya iika transaksi tersebut telah diakui
'sebelumnyi 

sebagai asset atau utang oleh perusahaan daerah.

TRANSAKSI BUKAN KAS
48. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan

penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak
'dilaporkan 

dalam Laporan Arus Kas. Transaksi terseDuf harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keaangan'

49. peng-ecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten

dengan tujuan Laporan Arus Kas karena transaksi bukan kas tersebut

tida[ mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh

transaksi bukan kas yang tidak rnempengaruhi laporan arus kas

adalah perolehan asset melalui pertukaran atau hibah'

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS
50. Entitas pelaparan mengungkapkan komponen kas dan setara

kas dalam Laporan Arus Kas yang iumlahnya sama dengan pos

terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA
51. Entitas pelaporan mengungkapkan iumlah saldo kas dan sefara

kas yan:g signifikan yaig tidak boteh digunakan oleh entitas. Hal
ini dijetaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan'

52. lnformasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi

pengguna laporan datam memahaml posisi keuangan dan likuiditas

suatu entitas PelaPoran
53. Jika apropriasi atau otorisasikredit anggaran disusun dengan basisi

kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami

46

47.
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hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi

penganggaran pemerintah daerah.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05
CATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditutis dengan huruf tebal dan miring adalah

piralgnt' kebfakan', ya-ng harus dibica datam konteks paragraf-paragraf
'penjetasan yang diiuti{ dengan huruf brasa dan Kerangka Konseptual

Kebijakan Aku ntan si Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN
Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini mengatur penyaiian dan pengungkapan yang
diperlukan paaa Catatan,Afas Laporan Keuangan yang memuat hal'
hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kehiiakan

fiscat dan moneter, sehab-sebab terjadinya perbedaan yang material
antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci
tebih lanji{angka-angka yang dianggap perlu untuk diielaskan'

Ruang LingkuP
2. keniiiXan ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tuiuan

umum oteh entitas akuntansi/entitas pelaporan'
3. Laporan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang

lazim. yang dimaksud pengguna adalah masyarkat, legislatif, lembaga

pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses

donisi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah yang lebih tinggi'

Laporan Keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah

atau bagian darllaporan keuangan yang disajikan dalam dokumen public

lainnya sePerti laPoran tahunan.
4. Kebiiakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun

lapoian keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan gabungan, tidak

termasuk Perusahaan daerah.

DEFINISI
5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian :

oAnggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan RakYat Daerah.
rAset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi 
-dan/atau 

sosial di masa depan diharapkan

dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam

satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan

untuk p"ny[Oirun jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber

dayayangdipeliharakarenaalasansejarahdanbudaya'
.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
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tanpa memperhatikan
dibayarkan.

oBasis Kas adalah basis
dan peristiwa lainnYa

saat kas atau setara kas diterima atau

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
pada saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan.
.Belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

bersingkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh

pemerintah daerah.
oEkuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.
oEntitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan Pemda.
.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

.Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji

suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian
pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas

tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang

OipLrtimnJngkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah

saji terjadi.
.Pem-biayaan (financingl adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembili, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama

dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus

anggaran.
.Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

Vrng bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

KETENTUAN UMUM
6. Sefihp enfi'tas pelaporan diharuskan untuk menyaiikan Catatan atas

Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan

keuangan untuk tuiuan umum,
7. Catatan atas Lapoian Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan

dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk

pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh

karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang

dapat mempunyai potensi keialahpahaman diantara pembacanya. Untuk

menghindaii t<esatahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan

atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan

pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.



8. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca

laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran

mempunyai pot-ensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi

akrual. irembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sector

komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti

laporan keuangan perusahaan, Untuk itu, diperlukan pembahasan umum

dan referensi ke pos-pos laporan keuangan manjadi penting bagi

pembaca laPoran keuangan.
g. belain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang

diterapkan' akln membantu pembaca untuk dapat menghindari

kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI
l1.Catatan atas Laporan Keuangan harus disaiikan secara sr.sfematLs-

Sefi'ap pos dalam Laporan Realr:sasi Anggaran, Neraca, dan Laporan
Arus-Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait
dalam Catatan atas Laporan Keuangan,

11. Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan atau dasar terinci

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan

atai-Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian

V"ng wilai atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontlnjensi dan

komitmen-kom itmen lainnYa.
l2.Catatan afas Laporan Keuangan menyaiikan informasi tentang

penjetasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan
yang memadai, antara lain :
i) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi' 

regionil/ekonomi makro, pencapaian target pemerintah daerah APBD,

OeiiXut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian

target;
b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun

pelaporan;
c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan

dan 
-kebijakan-kebijakan 

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang' 
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan

dan belanja danrekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan

e) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian

yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.
13. pengungkLpan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan

*"n!itu1i Kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk

pos-pos yang berhubungan misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang

Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang

digunakan dalam pengukuran persediaan.
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14.Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas

Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar,

dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisiarkan secara

ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian informasi tentang Kebijakan FiskaliKeuangan, Ekonomi Makro,

Pentapaian Target Peraturan Daerah APBD, Berikut Kendala dan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
15. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya

untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas
akuntansi/pelaporan secara keseluruhan.

16. Untuk membantu pembaca Laporam Keuangan, Catatan atas Laporan
Kauangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi
keuangan/fiscal entitas akuntansiipelaporan serta bagaimana hal tersebut
tercapai. Untu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas

akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan

yang penting posisi dan kondisi keuanganlfiscal periode berjalan bila

dibandingkan dengan periode sebelumnay, dibandingkan dengan

anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi
anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan

asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran
dibandingkan dengan realisasinya.

lT.Kebijakan fiscal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam
peningkayan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau
penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam

kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program, dan prioritas anggaran,

keb ij akan i nten sifi kas i/ekstensifi kasi perpaj aka n.

lS.Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indicator ekonomi makro yang

digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. lndicator
ek-onomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto,

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan

tingkat suku bunga.
1g. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan

anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan

anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala
ya;g ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah

iainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/pelaporan
untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

20. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu,

entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan

persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti

kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-

perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan

anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam

memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansiipelaporan.
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21. Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat

mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit

pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan

dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
22. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas

akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi

keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca,

misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran
periode mendatang.

Penyajian lkhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun
Pelaporan
23.Kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan

Rea/isasi Anggaran harus mengikhtisarkan indicator dan pencapaian
kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu
periode pelaporan.

24. kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah berbeda

dengan pengguna laporan keuangan non pemerintah. Kebutuhan
pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya melihat
entitas pelaporan dari sisi perubahan asset bersih saja, namun lebih dari

itu, pengguna laporan keuangan pemerintah daerah sangat tertarik

dengan kinerja pemerintah daerah bila dibandingkan dengan target yang

telah ditetapkan.
25. pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara

obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan
pehcapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan

efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan
keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur

dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan.

26.Pemhahasan mengenai kineria keuangan harus dihubungkan dengan
tujuan dan sasa ran dari rencana sfrafegis pemerintah daerah dan

indicatar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Z7.lkhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan harus :
a) Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk

mencapai tujuan;
b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja

keuangan dalam satu entitas akuntansi/pelaporan, dan
c) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh' 

manilemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan

bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan

andal.
2S.Pembahasan mengenai kineria keuangan harus :

a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negative;
b) Menyajikan data histeris yang relevan;
c) Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan i'encana yairg

telah ditetaPkan;
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d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh

manajeman akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk

dapat memahami indicator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan
tujuan atau rencana.

29. Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas
pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya
dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.

30. Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan
pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai
dengan relevansinya atas indicator kinerja yang diuraikan pada Catatan
atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari
satu program ke program lainnya, namun biasanya factor yang dibahas
termasuk, antara lain :

a) Kinerja biasanya tidak dapat digunakan secara utuh dengan hanya
menggunakan satu indicator saja;

b) lndikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja
berada pada tingkat yang dilaporkan; dan

c) Melihat indicator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan
konsekuensi yang tidak diinginkan.

31. Oleh karena itu, indicator kinerja harus dilengkapi dengan informasi
penjelasan yang sesuai. lnformasi penjelasan ini akan membantu
pengguna memahami indicator yang dilaporkan, mendapat gambaran

mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi
pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja
keuangan yang dilaPorkan.

32.lnformasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi
mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan
informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai
pengaruh penting.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan
Akuntansi Keuangan
33.Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas

akuntansi/petaporan harus mengungkapkan dasar penyaiian laporan
keuangan dan kebiiakan akuntansi.

Asumsi Dasar Akuntansi
34. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari

penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara
spesifik. Pengungkapan diperlukan iika tidak mengikuti asumsi atau
konsep tersebut disertai alasan dan penielasan.

35. Sesuai dengan Kerangaka Konseptual Kebujakan Akuntansi Pemerintah
Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan
pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran

tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang

terdiri dari :

a) Asumsi kemandirian entitas;
b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
ci Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
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36. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap

sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
laporan keuangan sehingga iidak terjadi kekacauan antar unit instansi
pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya

asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran
dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas
bertanggungjawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar
Neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas
kehilangan atau kerusakan asset dan sumber daya dimaksud, utang-
piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya
program yang telah ditetapkan.

37. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi
pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah
daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas
palaporan dalam jangka pendek.

38. Laporan keuangan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini

diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran

dalam akuntansi.
39. Setaiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan

kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan
pendapatan pajak, retribusi, dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib,
penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih
kurs.

40. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka
dengan periode sebelumnya. Jika peribahan kebijakan akuntansi
berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan

secara kuantitatif harus diungkapkan.
4l.Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak menpunyai pengaruh

material dalam tahun perubahan iuga harus diungkapkan iika
berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan dating.

4Z,Catatan atas Laparan Keuangan harus nmenyaiikan informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Kehijakan Akuntansi Pemerintah
lainnya serfa pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan
untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperfi kewaiiban
kontinjensi dalam komitmen-komitmen lain. Pengungkapan
informasi dalam Catatan afas Laporan Keuangan harus dapat
memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain
laporan keuangan.

43. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan,

beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak
penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan pada

iemnai muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk dapat

memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu

diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat

mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada

periode yang akan dating.
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44. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus

menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian
persediaan, rincian asset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari

seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan'

Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat

meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang

disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Pengungkapan informasi
untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya
dengan penerapan basis kas.

 S.Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual
atas pendapatan dan helania harus mengungkapkan pos-pos assef
dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan bast's
akrual dan menyaiikan rekonsiliasinya dengan penerapan basrs kas.

46. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara
Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

4T.Lapaoran rekonsiliasi dimulai dari penambahanipenurunan ekuitas yang

berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis

akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi
penambahan dan pengurangan asset bersih dikarenakan penggunaan

basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai

akhir pada Laporan Realisasi Anggaran. Untuk dapat memudahkan
pengguna daftar rekonsiliasi dan penjelasan atas kondisi yang ada

tertentu, harus disajikan sebagai bagian dari Catatan atas Laporan

Keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lai nnya
4S.Catatan afas Laporan Keuangan iuga harus mengungkapkan

informasi yang bita tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi
pembaca laporan.

49. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum

diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu :

a) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas

tersebut berada;
b) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

c) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

50. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian
penting selama tahun pelaporan, seperti :

a) penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;

bi Xesitanan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen

baru;
c) Komitmen atau kontinjensl yang tidak dapat disajikan pada Neraca;

d) Pengabungan dan pemekaran entitas tahun berjalan; dan
e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya

pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah'
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51. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai
pelengkap kebijakan ini.

SUSUNAN
52. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan
Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
a) Kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target

peraturan daerah tentang APBD;
b) lkhtisar pencapaian kinerja keuangan,
c) Kebijakan akuntansi yang penting :

i. Entitas pelaporan;
ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
iii. Basis pengukukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan;
iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan

dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;

v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan umtuk
memahami laporan keuangan.

d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan :

i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan;
ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan

Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka
Laporan Keuangan.

e) Pengungkapan pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas
akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual;

f) lnformasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum
daerah.

53. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus
mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
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PEM ERINTAH PROVINSUKABUPATEN/KOTA .....
GATATAN LAPORAN KEUANGAN

SKPD.....
PENDAHULUAN
Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tuiuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hokum penyusunan laporan keuangan SKPD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab ll Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja
APBD SKPD
2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional
2.2 Kebiiakan keuanqan
2.3 lndikator oencapaian tarqet kineria APBD

Bab lll lkhtisar pencapaian kineria keuanoan SKPD
3.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kineria keuangan SKPD
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

vano telah ditetapkan
Bab lV Kebi akan akuntansi

4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan
daerah SKPD

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuanoan SKPD

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuanoan SKPD

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan
vano ada dalam SAP pada SKPD

Bab V Pen glasan pos-pos laporan keuangan SKPD
5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan

keuanoan SKPD
5.1 .1 Pendaoatan
5.1.2 Belania
5.1 .3 Asset
5.1.4 Kewaiiban
5.1 .5 Ekuitas dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan

dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,

bila mengounakan basis akrual pada SKPD

Bab Vl Penielasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
Bab Vll Pent tup
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PEM ERINTAH PROV!NSI/KABU PATEN/KOTA .....
CATATAN LAPORAN KEUANGAN

PPKD.....

PENDAHULUAN
Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tuiuan penyusunan laporan keuangan PPKD
1.2 Landasan hokum penyusunan laporan keuangan PPKD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD

Bab ll Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja
APBD PPKD
2.1 Ekonomi Makro i Ekonomi Regional
2.2 Kebiiakan keuanoan
2.3 lndikator pencapaian taroet kineria APBD

Bab ilt lkhtisar pencapaian kineria keuangan PPKD
3.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

vano telah ditetapkan
Bab lV Kebiiakan akuntansi

4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan
daerah PPKD

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuanoan PPKD

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuanoan PPKD

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan
vano ada dalam SAP pada PPKD

Bab V Penielasan pos-pos laporan keuangan PPKD
5,1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan

keuanqan PPKD
5.1 .1 Pendaoatan
512 Belania
5.1 3 Asset
5.1.4 Kewaiiban
5.1 .5 Ekuitas dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,

bila menoounakan basis akrual pada PPKD

Bab Vl Penielasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD

Bab Vll Penutup
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06
AKUNTANSI PENDAPATAN

Paragraf-paragraf yang ditutis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragrapn *ehiia*an, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
penielasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
Kebijakan Aku ntansi Pemeri ntah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan
1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.

2. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan pendapatan.

Ruang Lingkup
3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang drsusun

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasrs kas oleh
enfitas aku ntansi/PelaPo ran.

4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansilpelaporan pemerintah
daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak
termasu k perusahaan daerah.

Manfaat lnformasi Akuntansi Pendapatan
5. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi

pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. lnformasi tersebut
berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan
mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan

entitas pelaporan dengan :

a) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi;
b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara

menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah

daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.

6. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk

mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan.

Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada pengguna

laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi :

a) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD);
b) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI
7. Pendapatan Pemerintah Daerah adalah sefnua penerimaan

Rekening Kas lJmum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar
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dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meniadi
hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kemhali oleh
pemerintah daerah.

8. 
'Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebiiakan
dengan pengertian :
o Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan RakYat Daerah.
. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan

pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran
pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan
pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan
pengeluaran.

. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibaYarkan.
o Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bendaharawan Umum Dearah untuk menampung
seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

o Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang asing.
o Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

o Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas lain,

misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan

dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

KLASIFI KASI PEN DAPATAN
9. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :

a) Urusan pemerintah daerah;
h) Organisasi; dan
c) Kelompok.

10. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
a) Jenis;
b) Obyek; dan
c) Rincian obyek PandaPatan.

1 1. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelomPok PendaPatan
yang terdiri dari :
a) Pendapatan asli daerah;
b) Dana perimbangan; dan
c) Lain-tain Pendapatan Daerah yang Sah.

12. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang

terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah'

13. Jenis pajat< daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek

pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan

retribusi daerah.

-66-



14. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci
menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan
modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, dan bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.

15. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek
pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti
kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain
sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa
oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda
retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari
pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari
angsuran/cicilan penjualan.

16. Ketompok pendapatan dana perimhangan dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdiri afas .'

c Dana bagi hasil pajaldbagi hasil hukan pajak;
o Dana alokasi umum; dan
. Dana alokasi khusus.

17. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup
bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

'18. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana
alokasi umum.

19. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut
kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

20. Kelompak lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut
jenis pendapatan yang terdiri afas ,'

* Hibah;
* Dana darurat;
t Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Derah

lainnya;
* Dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan
* Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemrintah Derah lainnya.

21. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah
lainnya, badanllembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok
masyarakaUperorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

22. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka
penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam,

23. Kelompok dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah
lainnya terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana bagi hasil
pajak dari kabupaten, dan dana bagi hasil dari kota.

24^ Kelompok dana penyesuaian dan dana otonomi khusus terdiri dari dana
penyesuaian dan dana otonomi khusus.
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25. kelompok bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah

lainnya terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi, bantuan keuangan

dari kabupaten, dan bantuan keuangan dari kota.

PENGAKUAN
26. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :

. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum
Daerah untuk seluruh transaksi PPKD.

. Pendapatan diakui pada saaf diterima oleh Bendahara
Penerimaan untuk seluruh fransaksi PPKD.

27. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah peiabat
fungsional yang melaksanakan tugas kehendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran Perda SKPD, yang secara fungsional
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku
BUD.

28. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan
ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa
manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan

tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk

membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan.
Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan
operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan

ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan
dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

29. Pencatatan dari setiap ienis pendapatan dan masing-masing niiai
pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

30. Pengemhalian yang sifatnya normal dan berulang {recurring) atas
penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada
periode sebelumnya dibukukan sehagai pengu rang pendapatan.

31. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) afas pene rimaan pendapatan yang teriadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sehagai pengurangan
pendapatan pada periode yang sama.

S2.-Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas penerimaan pendapatan yang teriadi pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar
pada akun STLPA pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian terseh ut.

33. Datam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan
mengacu pada perturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum daerah.

34. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggung
jawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian
'Oagi 

manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD

maupun PPKD.
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TRANSAKSI PENDAPATAN BERBENTUK BARANG DAN JASA
35. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus

dilaporkan dalam Neraca dan Catatan afas Laporan Keuangan.
Contoh transaksi berwujud barang dan iasa adalah hibah dalam
wujud barang, dan harang rampasan.

36. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam bentuk barang
dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

PENGUKURAN
37. Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat iumlah
n eto n y a (s ete I a h d i ko m pensasikan d e n g a n p en g e I u a ra n).

38. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada
tanggal transaksi dengan menggunakan kurs tengah Bank
lndonesia,

PENGUNGKAPAN
39. Hahhal yang harus diungkapkan dalam Catatan afas Laporan

Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal

berakh irnya tah un anggaran.
b) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang

bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan

pendapatan daerah.
d) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi

pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun
2006 dan Permendagri filo. 59 Tahun 2007 tentang perubahan
afas Permendagri No. 13 Tahun 20A6 bntang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Penerintah.

e) lnformasi lainnya yang dianggap perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07
AKUNTANSI BELANJA

paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah

prrr-grrpn x"AijrXin, yang harus dibaca dalam konteks paragraf'paragraf
'p"ni"tasrn yaig ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan
1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Belanja adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.
2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup

pengukuran, dan pengungkapan belanja.

Ruang Lingkup

definisi, pengakuan,

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

4. pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
pemerintah daerah, yang memperoleh anggraran yang berdasarkan
APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI
5. Berikut ini istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian :

o Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh pemerintah daerah.
o Anggaran Pendapatan dan Belanja

keuangan tahunan pemerintah daerah
Perwakilan Rakyat Daerah.

o Basis Kas adalah basis akuntansi
transaksi dan peristiwa lainnya pada
diterima atau dibayarkan,

o Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung

seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang asing.
. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

disusun dan

Daerah adalah rencana
yang disetujui oleh Dewan

yang mengakui pengaruh
saat kas atau setara kas
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KLASIFIKASI BELANJA
6. Belanja daerah diklasifikasikan menurut :

a) Urusan pemerintahan daerah;
$ Arganrsasi,'
c) Program dan kegiatan; dan
d) Kelompok.

7. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
a) Jenis;
b) Ohyek; dan
c) Rincian obyek belanja.

8. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah terdiri dari
belanja urusan waiib dan belania urusan pilihan.

9. Klasifikasi belanja menurut urusan waiib mencakup :
a) Pendidikan;
b) Kesehatan;
c) Pekerjaan umam;
d) Perumahan rakyat;
e) Penataan raang;
0 Perencanaan pembangunan;
g) Perhubungan;
h) Lingkungan hidup;
i) Pertahanan;
j) Kependudukan dan catatan sipil;
k) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l) Keluarga berencana dan keluarga seiahtera;
m) Sosra/;
n) Ketenagakerjaan;
o) Koperasi dan usaha kecil menengah;
p) Penanaman modal;
q) Kebudayaan;
r) Kepemudaan dan alahraga;
sJ Kesafuan bangsa dan palitik dalam negeri;
t) Otonomi daerah, pemerintahan umum, adminlstrasi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
u) Ketahanan pangan;
v) Pemberdayaan masyarakat dan desa,'
w) Statistic;
x) Kearsipan;
y) Komunikasi dan informatika; dan
z) Perpustakaan.

l0.Klasifikasi belania menurut urusan pilihan mencakup :
a) Pertanian;
h) Kehutanan;
c) Energi dan sumber daya mineral;
d) Pariwisata;
e) Kelautan dan perikanan;
t) Perdagangan;
g) lndustri; dan
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h) Ketransmigrasian.
11. tielanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam

bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara

pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk prograrn dan kegiatan
yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

1 2. Ktasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan
unit organisasi pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran.

lS.Ktasifikasi betania menurut program dan kegaiat disesuaikan
dengan urusan pemerintah yang meniadi kewenangan pemerinta
daerah.

l4.Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belania tidak
lansung dan belania langsung.

lS.Ketompok belanja tidak langsung merupakan belania yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.

li.Ketompok betania langsung merupakan belania yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

lT.Ketompok hetania tidak langsung dibagi menurutienis belania yang
terdiri dari :
o Belanja pegawai;
o Belanja bunga;
c Belanja subsudi;
. Belanja hibah;
o Belanja bantuan sosial,'
c Belanja bagi hasil kepada provinsilkabupaten/kota dan

pemerintah desa; dan
. Belanja tidak terduga.

lS.Ketompok betania langsung dibagi menurut ienis helanja yang
terdiri dari :
o Belanja pegawai;
o Belanja barang dan jasa; dan
e Belanja modal.

19. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk
pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belal) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah

daerah.
20. Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis,

bahanlmaterial, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan

bermotor, cetak/pengadaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa

Sarana mobilitas, Sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan

kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian

kerja, pakaian khusus dan pekaian hari-hari tertentu, perjalanan dinas,

perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan,
jasi konsultasi, dan lain-lain pengadaan barangljasa, dan belanja

lainnya yang sejenis.
21.Karena- aOinyi perbedaan klasifikasi menurut Permendagri No' 13

Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2OO7 dengan yang diatur
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dalam pp No. 24 Tahun 20A5, maka entitas akuntansi/pelaporan harus

membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam

laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA)

22. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi

ekonomi (enis belanja), organisasi, dan fungsi.
23. Belanja o[erasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

24.Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset

tetap-berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Nilai asset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun

asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaanlpembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.

25. Belanja lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk ke_giatan

yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang- Seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan

kewenangan Pemerintah daerah.
26.Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelporan ke entitas

pelaporan lain. Dalam hal ini dari transfer keluar dari provinsi ke

kota/kabupaten, atau dari kota/kabupaten ke provinsi.

PENGAKUAN
2T.Belanja diakui pada saat teriadinya pengeluaran dari Rekening Kas

llmam Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD detelah
dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-
masing transaksi yang teriadi di SKPD dan PPKD-

28,Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran
pengakuannya teriadi pada saaf pertanggung law_aban atas
-pengeluaran 

tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUDlpengguna
laporan.

29.Datam hat badan layanan umum, belania diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai hadan

layanan utnum.
30. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang

ditetapkan dalan dokumen anggaran.
31. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang

ierjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang

beianja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode

berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain

PAD yang sah.
32.Akuniansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan

pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat

dikembingkLn untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan

cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
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PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS

DAN BELANJA MODAL
33.Suafu pengeluaran belania akan diperlakukan sebagai belania

modal {nantinya akan meniadi asset tetap) iika memenuhi seluruh
kriteria sebagai berikut :
a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta

tidak untuk dijual; dan
c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi
asset tetap yang telah ditetaPkan

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN
34.Suatu pengeluaran belania pemeliharaan akan diperlakukan

sebagai belanja modal {dikapitalisasikan meniadi asset tetap) iika
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a) Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap yang dipelihara :

a. Bertambah ekonomis/efisien, danlatau
b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau
c. Bertambah volume, dan/atau
d. Bertambah kapasitas produksi, danlatau

b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan baranglasset
tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi asset
tetap yang telah ditetaPkan.

BELANJA HIBAH
35. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah

dalam bentuk uang, barang danlatau jasa kepada pemerintah atau

pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan

organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukkannya.

36.'Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan

keputusan kepala daerah.
37. pemberian hibah dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui

sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah

daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.
38. Hibah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

39. Hibah kepada perusahaan daerah lainnya bertujuan untuk menunjang
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

+0. if iUafr kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk peningkatan

penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.

+t. HiOin fepaCa masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan

untuk menunjang peningkatan partisipasi penyelenggaraan

pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan

penyelenggaraan pemerintah daerah.
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BELANJA BANTUAN SOSIAL
42. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian

bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang
dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai
politik.

43. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang
atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai
yang dikeluarkan.

44. Bantuan sosial tersebut diberikan secara seklektif, tidak terus menerus
/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

45. Bantuan sosial yang diberikan secara terus menerusltidak mengikat
diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran.

46. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuia dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan
sosial.

BELANJA BAGI HASIL
47. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.

Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang
sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian di reverse pada awal tahun
berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya
melalui belanja bagi hasil.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN
48. Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan

diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang
dikeluarkan.

49. Bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam
rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

BELANJA TIDAK TERDUGA
50. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan

diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
5'1. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun{ahun
sebelumnya yang telah ditutup.

PENGUKURAN
S2.Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.
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PENGUNGKAPAN
53.Hat-hal yang perlu diungkapkan sehubungan

antara lain :
a) Pengeluaran belania tahun herkenaan

herakh i rnya tah u n anggaran ;
b) Penjelasan sebab-sebab tidak lerserapnya

dengan belania,

setelah tanggal

target realisasi

c)

d)

betanja daerah;
Konversi yang ditakukan akibat perbedaan klasifikasi belania
yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan
Permendagri IVo. 59 Tahun 20A7 tuntang perubahan atas
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, dengan yang didasakan pada PP No. 24 Tahun 2AA5

tentang Standar Aku ntansi Pemeri ntah.
lnformasi lainnya yang dianggap perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08
AKUNTANSI PEMBIAYAAN

paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraph kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf'paragraf
penjelasan yang ditutis dengan huruf brasa dan Kerangka Konseptual
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan
1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhu tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan,

pengukuran, dan pengungkapan pembiayaan.

Ruang Lingkup
3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyaiian pembiayaan yang disusun

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, oleh
entitas pelaporan.

4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas peleporan pemerintah daerah,
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk
perusahaan daerah.

DEFINISI
5. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah

daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau
akan diterima kembali danlatau pengeluaran yang akan diterima kembali,
yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan
untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

6. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara

lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana

cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan

asset daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanent

lainnya.
7. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayan daerah

antara lain pembayaran utang pokok, pengisian dana cadangan,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal

(investasi) oleh pemerintah daerah.

8. Berikut adalah istilah-istilah
pengertian :

yang digunakan dalam kebijakan dengan

o Azas Bruto adalah suatu PrinsiP
pencatatan secara neto penerimaan
pada suatu unit organisasi atau tidak

yang tidak memperkenankan
setelah dikurangi Pengeluaran

memperkenankan Pencatatan
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pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan
pengeluaran.

o Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan.

o Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

o Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang asing.
o Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

. Surplus/Defisit adalah selisih lebihlkurang antara pendapatan dan
belanja selam satu periode pelaporan.

KLASI FI KASI PEM BIAYAAN
g. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat

pertanggung jawaban, terdiri atas :
a) Penerimaan Pembiayaan Daerah;
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

10. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan

kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi
permanent lainnya, dan pencairan dana cadangan.

11. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran
Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada
entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali
pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
pembentukan dana cadangan.

PENGAKUAN
12. Penerimaan pembiayaan diakui pada saaf dfferima pada Rekening

Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
13. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening

Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN
14. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat iumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

15. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas
bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO
't6. Pembiayaan neto adalah selisrlr antara penerimaan pembiayaan

setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun
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anggaran tertentu. Selrbrh lebih/kurang antara penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat
dalam pos Pembiayaan lVefo.

f7. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah se/srh lebih/kurang
antara reaftsasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode
pelaporan Selrsrh lebihlkurang antara rea&sasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
SiLP//SiKPA.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DAN BERGULIR
18. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang

diniatkan akan dipungutlditarik kembaki oleh pemerintah daerah
apabita kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan
kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
Rencana pemberian hantuan untuk kelompok masyarakat di atas
dicantumkan di APBD dan dikelompakkam pada Pengeluaran
Pembiayaan yaitu p;engeluaran investasi jangka panjang. Terhadap
realrsasf penerimaan kembali pemhiayaan juga dicatat dan disaiikan
sebagai Penerimaan Pembiayaan lnvestasi Jangka Paniang.
Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak
dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosral karena pemerintah
daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan
menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya.
Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi
jangka panjang yang bersifat non permanen dan disaiikan di neraca
sebagai lnvestasi Jangka Paniang.

19. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan
maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik
tidak dimaksudkan diminta kembali lagi oleh pemerintah daerah
maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat
tersehut dianggarkan di APBD sehagai Belania Bantuan Sostal
Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada kelompok
masyarakat tersebut dibukukan dan disaiikan sebagai Belania
Bantuan Sostal

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
20. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang

rupiah dengan menjabarkan iumlah mata uang asing tersebut
menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi-

PENGUNGKAPAN
21. Hat-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan

antara lain :
a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun herkenaan

setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan

penerimaanlpemberian piniaman, pembentukan/pencairan dana
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cadangan, penjualan assef daerah yang dipisahkan, penyertaan
modal pemerintah daerah.
Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan
yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan
Permendagri AIo. 59 Tahun 2AA7 bntang perubahan atas
Permendagrt No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, dengan yang didasakan pada PP No. 24 Tahun 2005
tentang Standar Aku ntan si Pemeri ntah.
lnformasi lainnya yang dianggap perlu.

f--.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09
AKUNTANSI ASET

paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraph kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf-penietasan 

yang ditutis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
Kebijakan Akuntansi Pemeri ntah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan
1. Tujuan kebijakan akuntansi asset adalah mengatur perlakuan akuntansi

untuk asset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus
disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup
2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyaiian seluruh assef dalam

laporan keuangan dengan tujuan umum yang disusun dan disaiikan
dengan basrs akrual untuk pengakuan pos-pos assef, kewaiiban, dan
ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas
akuntnsi/pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan
daerah.

3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansf asset pemerintah
daerah yang meliputu definisi, pengakuan, pengukuran, dan
pengungkapan assef.

DEFINISI
4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan

pengertian :

o Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

. Nilai Wajar adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban
antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan
transaksi wajar.

o Persediaan adalah asset lancer dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
. Biaya lnvestasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas

investor dalm perolehan suatu investasi misalnya komiso broker, jasa

bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
r Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat sosial
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sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.
lnvestasi Jangka Pendek adalah investasi yang segera dapat

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan

atau kurang.
lnvestasi Jangka panjang adalah investasi yang drmaksudkan untuk

dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
lnvestasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak
termasuk dalam investasi permanent.
Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebiiakan ini adalah manfaat
yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun
berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat luas golongan masyarakat tertentu.
Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mancatat nilai

investasi berdasarkan harga perolehan.
Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai

investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas
kekayaan bersih/ekuitas dari basan usaha penerima investasi
(rnvesfee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
Nilai histories adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang

dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan
tertentu untuk mendapatkan suatu asset investasi pada saat
perolehannya.
Nilai niminal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti
nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
Nilai pasar adalah jimlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu
investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang inCipenden.

Nilai wajar adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar
pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.
Perusahaan Asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya
mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak
perusahaan aupun iaint venture dari investornya.
Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah atai dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan

atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu

asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset

tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
Masa manfaat adalah :

a) Periode suatu asset diharapkan digunakan untuk aktifias
pemerintah dan/atau pelayanan publik; atau

b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari

asset untuk aktivitas pemerintah dan/atau pemerintah publik.
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. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang

akhir masa manfaai suatu asset
pelepasan.

o Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam

proses pembangunan.
. Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus

untuk konstrusi suatu asset atau suatu kombinasi yang berhubungan
erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan,
teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

o Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk
membangun asset atau memberikan jasa konstruksi untuk
kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan
dalam kontrak konstruksi.

. Uang Muka Kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor
sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja

sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai

kontrak.
. Pemberi Kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi

dengan pihak ketiga untuk membagun atau memberikan jasa

konstruksi.
o Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar

hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk
pembayaran ju mlah tersebut.

o Termin (progress billingl adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan

yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun
yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

KLASIFIKASI
5. Asef diklasifikasikan ke dalam :

aJ Asef Lancar; dan
b) AsetNon Lancar.

6. Suatu assef diklasifikasikan sebagai assef lancar jika diharapkan
seg/era untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau
dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan seiak tanggal pelaporan.
Asset yang tidak dapat dimasukkan dalm criteria fersebsf
diklasifikasikan sebagai assef nan lancar-

7. Asef lancar meliputi kas dan sefara kas, rnvestasi iangka pendek,
piutang, dan persediaan, Sedangkan assef non lancar mencakup
assef yang bersifat jangka paniang, dan asset tak herwuiud yang
digunikai Oai* langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan
pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Assef'non 

lancar diklasifikasikan meniadi invesfasi iangka paniang, assef
tetap, dana cadangan, dan asset lainnya-

diharapkan dapat diPeroleh Pada
setelah dikurangi taksiran biaYa
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PENGAKUAN ASET
8. Asef diakui :

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh
pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal; dan

b) Pada saaf diterima atau kepemilikannya
kepen g u asaa n n ya b erp i n da h.

dan/atau

ASET LANCAR
g. Suafu assef diktasifikasikan sebagaf asset lancar jika diharapkan

segera untuk dapat drreafisasikan atau dimiliki utntuk dipakai atau
dijuat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

10. Aset lancar terdiri dari :
a) Kas dan setara kas;
b) lnvestasi Jangka Pendek;
c) Piutang;
d) Piutang lain-lain; dan
e) Persediaan.

KAS DAN SETARA KAS
11. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank

yang setiap saaf dapat diginakan untuk membiayai kegiatan
pemerintah daerah/investasi iangka pendek yang sangat likuid yang
siap dicairkan menjadi kas serfa bebas dari risiko perubahan nilai
yang signifikan Kas iuga meliputi seluruh Uang Yang Harus
Dipertanggung Jawabkan, saldo simpanan di bank yang sefi?p saaf
dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam
pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu rnvestasi iangka
pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan meniadi kas yang
mempunyai masa iatuh tempo yanh pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau
kurang dari tanggal perolehannya.

12. Kas terdiri dari :
a) Kas di Kas Daerah;
b) Kas di Bendahara Penerimaan; dan
c) Kas di Bendahara Pengeluaran.

13. Setara kas terdiri dari :
a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga)

bulan;
h) lnvestasi Jangka Pendek lainnya yang sangaf likuid atau kurang

dari 3 (tiga) bulan.

PENGUKURAN KAS
14. Kas diukur dan dicataf sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya

disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk
vatita asing, dikonversi meniadi rupiah mengganakan kurs tengah
bank sentral Pada tanggal neraca.
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INVESTASI JANGKA PENDEK
15. lnvestasi Jangka Pendek adalah investasi yang segera dapat

diperjuatbelikan/dicairkan, dituiukan datam rangka manaiemen kas
din berrisiko rendah serfa dimitiki selama kurang dari 12 (dua belas)
bulan.

16. lnvestasi Jangka Pedek terdiri dari :
a) Deposito tebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas)

bulan;
b) Surat Utang Negara (SUN);
c) Sertifikat Bank lndonesia (SBI); dan
d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PENDEK
17. Suatu pengeluaran kas afau asset dapat diakui sebagai lnvesfasf

jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosrbl atau iasa

potensi di masa yang akan datang atau suatu investasi tersebut
dapat diperoleh pemerintah daerah ;

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable).

18. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan
reklasifikasi asset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi
anggaran.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI
1g. Hasit inyesfasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara

lain berupa bunga deposito, bunga ohligasi dan dividen tunai (cash
dividend) dicatat sebagai pendapatan.

PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK
20. tJntuk beberapa ienis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat

membentuk nitai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai
pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai waiar. Sedangkan
untuk rnvestasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat
dipergunakan nilai naminal, nilai tercatat, atau nilai waiar lainnya.

21. lnvestasi jangka paniang dalam bentuk surat berharga, misalnya
saham dan obtigasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan.
Biaya perolehan investasi metiputi harga fransasksi investasi itu
seiAiri ditambah komisi perantara iual heli, iasa bank dan hiaya
lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut-

22. Apabfla rnvesfas i datam bentuk surat berharga diperolehan tanpa
biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nitai waiar
rnvesfasf pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
Apahila tidak ada nilai waiar, biaya perolehan setara kas yang
diserahkan atau nitai waiar asset tain yang diserahkan untuk
m e m pero le h i nvestasf fersebut
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23. lnvestasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam
bentuk deposno iangka pendek dicatat sebesar nilai nominal
deposito tersebut.

PENILAIAN INVESTASI JANGKA PENDEK
24. penitaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode

biaya. Dengan menggunakan metode biaya, rnvestasi dicatat sebesar
nilii perolehan. Penghasitan afas lnyesfasi tersebut diakui sebesar
bagian hasit yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya
rnvestasi pada badan usaha/badan hokum yang terkait-

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI
25. Petepasa, rnyestasi pemerintah daerah dapat teriadi karena

penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah
dan lain sebagainya.

2G. Penerimaan dari penjualan invesfasi jangka pendek diakui sebagai
penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan
sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

27. Petepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah
daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata
diperoteh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap iumlah
saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

28. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanent

menjadi investasi jangka pendek, asset tetap, asset lain-lain dan
sebaliknya.

PENGU NGKAPAN INVESTASI
29. Hat-hat tain yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah berkaitan dengan rnvesfasi pemerintah daerah,
anatara lain :
a) Jenis-jenis invesfasl, investasi permanen dan non permanen;
b) Perubahan harga pasar baik investasi iangka pendek maupun

iangka paniang;
c) Penurunan nitai rnvesfasi yang signifikan dan penyebab

penurunan tersebut;
d) lnvestasi yang dinilai dengan nitai waiar dan alas an

penerapannya; dan
e) Perubahan Pos invesfasf.

PIUTANG
30. Piutang adalah iumlah uang yang waiib dibayar kepada pemerintah

daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya herdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akihat lainnya yang sah.

31. Piutang antara lain terdiri dari :
a) Piutang Paiak;
b) Piutang Retribusi;
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c) Piutang Dana Bagi Hasil;
d) Piutang Dana Alokasi Umum; dan
e) Piutang Dana Alokasi Khusus.

PENGAKUAN PIUTANG
32. Secara garis besar, pengakuan piutang teriadi pada akhir periode

ketika akan disusun Neraca dan diakuf sebesar Surat Ketetapan
tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat teriadinya
pengakuan nai untuk menagih piutang pada saat terbitnya Suraf
Ketetapan tentang Piutang.

gg. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang paiak/retribusi
bisa melalui makanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan
pendapatan tunggakan.

34.'Pertakuan untuk piutang dari pemberian piniaman kepada
Pemda/lntitusi lain diakui pada saaf teriadinya, untuk periode
berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

PENGUKURAN PIUTANG
35. Piutang dicataf sebesar nilai nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah

piutang yang belum dilunasi.

PIUTANG LAIN.LAIN
56. pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang

dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saia yang berbeda-
37. Piutang lain-lain terdiri dari :

a) Piutang Bagian Lancar Peniualan Angsuran;
b) Piutang Ganti Rugi atas Kekayan Daerah;
c) Piutang Hasil Peniualan Barang Milik Dearah;
d) Piutang Dividen;
e) Piutang Bagi Hasil Laba usaha Perusahaan Daerah; dan
f) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum,

PERSEDIAAN
38. Perse diaan adatah assef lancar dalam bentuk barang atau

pertengkapan yang dmaksudkan untuk mendukung kegiatan'operasional pemerintah daerah, dan barang-harang yang
dimaksudkan untuk diiual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kePada masYarakat.

39. Persediaan merupahan assef yang berwuiud :

a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam
rang ka kegiatan operasion al pemeri ntah ;

b) Bahan atau perlengkapan {suppties) yang digunakan dalam
proses Produksi;

c) 
'Barang 

datam proses produksi yang dimaksudkan untuk diiual
atau diserahkan kepada masyarakat; dan

d) Barang yang disimpan untuk diiuat atau diserahkan kepada
masyarakat datam rangka kegiatan pemerintah'
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4A. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan
disimpan untuk digunakan, misalnya barang hahis pakai seperti alat
tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan
pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas'

41.'D)lam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan iuga
meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperff
bahan baku pembuatan alat-alat pertanian-

42. Barang nasit proses produksi yang belum se/esai dicatat sebagai
persed iaan, co ntoh n ya a lat-a lat pertan ian setengah iad i,

43. Datam hat pemerintah daerah menyimpan barang untuk tuiuan
cadangan sfrafegis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau
untuk tujuan berjaga-iaga seperti cadangan pangan (misalnya beras),

barang-barang dimaksud diakui sehagai persediaan.
44. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
45. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam

neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
46. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki oleh proyek

swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan assef untuk konstrksi
dalam pengeriaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

47. Persediaan antara lain terdiri dari :
a) Persediaan alat tulis kantor;
b) Persediaan alat listrik;
c) Persediaan material/bahan;
d) Persediaan benda Pos,'
e) Persediaan bahan bakar; dan
f) Persediaan bahan makanan pokok.

PENGAKUAN PERSEDIAAN
48. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekanomi masa depan

diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal.

4g. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil
i nventarisasi fisik (sfoek opname).

PENGUKURAN PERSEDIAAN
50. Persediaan disaiikan sebesar.'

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b) Biaya standar apahita diperoleh dengan memproduksi sendiri;
i1 ttitii wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperfi

donasilramPasan,
51. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara-langsuig 
dapat dibehankan pada perolehan persediaan. Potongan

harga, ribat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
52. Nit;i pembetian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan

yang terakh ir diPeroleh.
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53. Barang persediaan yang dimiliki nilai nominal yang dimaksudkan

untuk dijuat, seperti kalcis peron, dinitai dengan biaya perolehan

terakhir.
54. Biaya standar persediaan meliputi biaya tangsung yang terkait

dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang

diatokasikan secara sisfematrs berdasarkan ukuran-ukuran yang

digunakan pada saat penyusunan rencana keria dan anggaran.
d5. persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai

dengan menggunakan nitai waiar. Harga/nilai waiar persediaan
meliputi nitai-tukar assef atau penyelesaian kewaiiban antara pihak
yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

PENGU NGKAPAN PERSEDIAAN
56. Hat-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan

dengan persediaan adalah sebagai berikut:
a) Kebijakan akuntansi yang digunakan

keuangan berkaitan

dalam pengukuran

f:

persediaan;
b) 

-Penjelasan tebih taniut persediaan seperfi barang atau' 
perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,
barang atau pertengkapan yang digunakan dalam proses
prodiksi, barang yang disimpan untuk diiual atau diserahkan
kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses
pioduksi yang dimaksudkan untuk d$uat atau diserahkan kepada
masyarakat; dan

c) Kondisi persediaan.

ASET NON LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG
57. Investasi jangka panjang adalah rnvesfasi yang dimaksudkan untuk

dimitiki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
58. Investasi iangka paniang terdiri dari :

a) lnvestasf /Von Permanen; dan
b) lnvestasi Permanen.

PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PANJANG
59. Suatu pengeluaran kas afau asset dapat diakui sebagai tnvestasi

apabila memenuhi salah satu kriteria :
a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau iasa

potensiat di masa yang akan datang atas suatu rnvesfasi tersehut
dapat diperoleh Pemerintah ;

b) Niiai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable).

60. Pengeluaran untuk memperoleh investasi iangka
sebagai pengeluaran PembiaYaan -

paniang diakui
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PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PANJANG

61. untuk beberapa ienis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat

memhentuk n'itai-pasar, datam inyestasi yang demikian nilai pasar

dipergunakan sebagai dasr penerapan nitai waiar. Sedangkan untuk
nitri pasar yang fid;k memitiki pasar yang aktif dapat dipergunakan
nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai waiar lainnya'

62. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran assef
pemerintah daerai, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah
'daerah 

adatah sebesar biaya perolehan, atau nilai waiar investasi
tersebut iika harga perolehannya tidak ada.

PENILAIAN INVESTASI JANGKA PANJANG
63. Peniliaan investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga

metode, yaitu :
a) Metode BiaYa

Dengan menggunakan metode biaya, rnvesfasi dicatat sebesar
biayi perolehan. Penghasilan afas invesfasi tersebut diakui
sebesar bagian hasil 

-yang diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya iniestasi pada badan usaha/badan hokum yang terkait.

b) Metode Ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah -daerah
mencatat inveliasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah
atau dikurangi sebesar bagian laha atau rugi pemerintah daerah

setelah tanggat perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam
bentuk dahim yang diterima pemerintah daerah akan dikurangi
nitai invesfasf pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai
pendapatan.penyesuaian terhadap nilai investasi iuga diperlukan
-untuk 

mengubah porsi kepemitikan pemerintah daerah, misalnya
ada peruOinan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta
revaluasi assef tetaP,

c) Metode Nitai Bersih yang dapat Direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direafisasikan digunakan terutama
untuk kepemilikan yang akan ditepas/dijuat dalam iangka waktu
dekat.

64. penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut

a) Kepemitikan kurang dari 2oo/o menggunakan metode biaya;

$ X"p.*ilikan 20% iampai 50% atau kepemilikannya kurang dari
2A% fttapi memitiki pengaruh yang signifikan menggunakan
metode ekuitas;

c) Kepemilikan lebih dari 5a% menggunakan metode ekuitas;
61 X"p.^itikan bersifat nan permanen menggunakan metode nilai

bersih yan g dlrealisas ikan.
65. Dalam t<onOisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham

bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode

penilaian investasi, tetapi yang iebih menentukan adalah tingkat pengaruh

ttne degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan
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investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan

investee, antara lain :

a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

bi Kemampuan untuk menunjukkan atau menggantikan direksi;

c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi

perusahaan invesfee;
d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam

rapaUPertemuan dewan direksi.

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

66. Petepasan rnvestasi pemerintah daerah dapat teriadi _ karena
penjuatan, dan petepaian hak karena peraturan pemerintah daerah

dan lain sebagainYa.
67. Penerimaan iari pelepasan investasi iangka paniang diakui sebagai

pen eri m aan Pem b i aYaan -

6g. irelepasan sebagian- dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah

daerah dinilia dengan menggunakan nilai rata-rata, Nilai rata-rata

diperoleh dengan clra membigi total nilai investasi terhadap jumlah

saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
69. pemindahan pos investasi dapat berguna reklasifikasi investasi

permanent menjadi investasi jangka pendek, asset tetap, asset lain-lain,

dan sebaliknYa.

INVESTASI NON PERMANEN
70. lnvestasi Non Permanen adalah investasi jangka paniang yang

dimaksudkan untuk dimitiki secara tidak berkelaniutan.
71. Investasi Non Permanen terdiri dari :

a) Pembelian Surat Utang Negara;
A1 eenanaman modal iatam proyek pembangunan yang dapat

diatihkan kePada Pihak Ketiga;
c) tnvestasi IVon Permanen lainnya.

PENGUKURAN INVESTASI NON PERMANEN
72. lnvestasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi

jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki
'Oei1etiniuian, dinilai se5esar nilai perolehannya' Sedangkan

investasi datam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan

yang segera akan dicairkan dinitai sebesar nilai bersih yang dapat

dr'realisasikan.
73. lnvestasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-

proyek pembangunan pemerintah (seperti proyek Pry) dinilai
sebLsar biaya p"m\angunan termasuk hiaya yang dikeluarkan dalam

rangka p.ry.i"taian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke

pihak ketiga.

INVESTASI PERMANEN
74. tnvestasi Permanen adatah inyesfasi iangka paniang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelaniutan'
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75. lnvestasi Permanen terdiri dari :
a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan

Negaralperusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan
hukum mitik Negara, badan internasional dan badan hukum
lainnya bukan mitik Negara;

b) /nvesfasi Permanen lainnYa.

PENGUKURAN INVESTASI PERMANEN
76. lnvestasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya

penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya
perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah
biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI
77. Hasil rhvesfasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan

modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode
biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila
mengganakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh
pemerintah daerah akan dicatat mengurangi investasi pemerintah
daerah dan tidak dicatat sebagai hasil pendapatan hasil invesfasi,
Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan
menambah nilai rnyestasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang
diinvestasikan dengan iumlah yang sama.

ASET TETAP
78. Aset Tetap adalah assef berwuiud yang mempunyai masa manfaat

labih dari 12 (dua helas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

79. Aset Tetap terdiri dari :
a) Tanah;
b) Peralatan dan Mesin;
c) Gedung dan Bangunan;
d) Jalan, Jaringan, dan lnstalasi;
e) Aset Tetap Lainnya;
0 Konstruksi dalam Pengeriaan; dan
g) Akumilasi Penyusutan.

ASET TETAP BERNILAI KECIL
80. Salah satu kriteria untuk dapat dikatagorikan sebagai asset tetap adalah

nilainya yang besar. Asset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat

langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.
81. Pemerintah daerah perlu menetapkan batas untuk pengeluaran yang

harus dikapitalisir sebagai asset tetap dan pengeluaran yang harus
dibebankan sebagai belanja.
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KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP
82. Sefe/ah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama

penggunaan asset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan
(maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement),
atau perbaikan (repairs).

83. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk assef tetap sefelah
perolehan, dapat dikatagorikan meniadi belania modal (capital
ex pen d itu res) d a n p e n g el u a ra n pen d ap ata n ( reven u e ex pen d itu res).

84. Belanja modal adalah pengeluaran-pemgeluaran yang harus dicatat
sebagaf assef (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan
mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk
dalam katagori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah
mobil atau penambahan terasa pada gudang yang telah dimiliki,
merupakan belania modal.

85. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan
menambah efi.srbnsi, memperpanjang umur assef atau meningkatkan
kapasftas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-
pengeluaran yang akan memperpaniang umur assef atau
meningkatkan kapasifas produksi adalah pengeluaran untuk
p e rb a i ka n besar-bes a ra n.

PENGAKUAN ASET TETAP
86. tJntuk dapat diakui sebagai assef tetap, suatu asset harus berwuiud

dan memenuhi kriteria :
a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b) Biaya perolehan assef dapat diukur secara andal;
c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

dan
d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

87. Tujuan utama dari perolehan asset tetap adalah untuk digunakan oleh
pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
dimaksudkan untuk dijual.

88. Pengakuan asset tetap akan sangat andal br'k asset tetap telah
diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat
peng u asaan n ya berp i n dah.

89. Saat pengakuan asset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan danlatau penguasaan
secara hokum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan
bermotor. Apabila perolehan asset tetap belum didukung dengan bukti
secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang

diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan
proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi benruenang,

maka asset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa
penguasaan atas asset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah
terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama
pemilik sebelumnya.
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PENGUKURAN ASET TETAP
90. Asef tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian assef

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
maka assef tetap didasarkan pada nilai waiar pada saat perolehan.

91. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau
nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asset
pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

92. Biaya perolehan suatu assef tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa assef tersebut ke
kondisi yang membuat assef tersebut dapat bekeria untuk
penggu naan yang dimaksudkan.

93. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

a) Biaya persiapan tempat;
b) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar

muat (handling cosf);
c) Biaya pemasangan (installation cost);
d) Biaya professional seperti arsitek dan insiyur;
e) Biaya konstruksi; dan
f) Biaya kepanitiaan.

PENILAIAN AWAL ASET TETAP
94. Barang henrujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai

suatu assef dan dikelompokkan sebagai assef tetap, pada awalnya
harus diukur berdasarkan biaya perolehan,
Bila asset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya assef tersebut
adatah sebesar nilai wajar pada saaf asset tersebut diperoleh.
Suatu asset tetap mungkin akan diterima oleh pemerintah daerah sebagia
hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke
pemerintah daerah oleh pengembang {developer) dengan tanpa nilai yang
memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir,
jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu asset juga mungkin
diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasikan wewenang yang dmiliki
pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang
ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan
bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi
pemerintah. Untuk kedua hal di atas asset tetap yang diperoleh harus
dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan
asset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal
tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal,

atas perolehan asset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya
perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

95.

96

97.
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98. Biaya perolehan dari masing-masing asset tetap yang diperoleh
secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut herdasarkan perbandingan nilai waiar masing-
masing assef yang hersangkutan.

99. Biaya perolehan dari masing-masing asset tetap yang diperoleh secara
gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan
anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga
perolehannya ke masing-masing asset tetap jika harga perolehan salah
satu asset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya
mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai asset tetap
yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan asset tetap tersebut
akan diperlakukan sebagai asset tetap yang nilainya mencapai 80% dari
keseluruhan nilai perolehan gabungan.

PERTUKARAN ASET (Exchange of assets)
100. Suafu assef tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran

sebagian assef tetap yang tidak serupa afau asset tetap lainnya.
Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai waiar assef
yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat assef yang
dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara
kas yan g ditransferldiserah kan.

101. Suafu assef tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu
assef yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki
nitai wajar yang serupa. Suatu assef tetap iuga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan asset yang serupa. Da[am keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya assef yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai
tercatat (carrying amount) afas asset yang dilepas.

102. Nilai wajar atas asset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti
adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas asset yang dilepas.
Dalam kondisi seperti ini, asset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan

{written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down)
tersebut merupakan nilai asset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas
asset yang Serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan
khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat asset lainnya dalam
pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang
dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

ASET DONASI
103. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar

nilai wajar pada saat perolehan.
104. Sumbangan asset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan

suatu asset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah

memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit
pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan asset tetap
tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan

kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
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105. Tidak termasuk asset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah.

Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun asset tetap untuk
pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah

daerah telah dianggap selesai. Perolehan asset tetap tersebut harus
diperlakukan seperti perolehan asset tetap dengan pertukaran.

106. Apabila perolehan asset tetap memenuhi kriteria perolehan asset donasi,
maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah
daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam
laporan realisasi anggaran; atau disajikan di Neraca sesuai dengan asset
donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (Subsequent Expenditures)
107. Pengeluaran stelah perolehan awal suatu assef tetap yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kineria, harus
ditambah pada nilai tercafaf assef yang bersangkutan.

108. Kapasitas asset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa
suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat
digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus
dikapitalisasi atau tidak.

109. Dikarenakan organisasi pemerintah daerah sangatlah beragam dalam
jumlah dan penggunaan asset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya
dikapitalisasi (caprfa lization fhresfroids) tidak dapat diseragamkan untuk
seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan
batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan
dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya
dikapitalisasi (capitalization thresholds) harus diterapkan secara konsisten
dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGUKURAN BERIKUTNYA (Subsequent Measurement) TERHADAP
PENGAKUAN AWAL
11O. Aset tetap disajikan herdasarkan hiaya perolehan assef tetap

ferseb.rf. Apabila terjasi kondisi yang memungkinkan penilaian
kemhali, maka assef tetap akan disaiikan dengan penyesuaian pada
masing-masing akun assef tetaP.

PENILAIAN KENBALI ASET TETAP (Revaluation)
111. Penilaian kembali atau revaluasi assef tetap pada umumnya tidak

diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah
menganut penitaian asset berdasarkan biaya perolehan atau harga
pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini berdasarkan ketentaan
pemerintah daerah yang berlaku secara nasional-

112. blam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai
penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajiaan asset
tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran
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keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengannilai tercatat

asset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP (REtiTEMENt ANd DiSPOSAI}

113. Sutau asset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila
assef secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada

manfaat ekonomik di masa yang akan dating.
114, Asset tetap yang secara permanen dihentikan atau

dietiminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam
Laporan Keuangan.

115. Asset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktit
daerah tidak memenuhi definisi asset tetap dan harus
ke pos assef lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

dilepas harus
Catatan afas

pemerintah
dipindahkan

PENGU NGKAPAN ASET TETAP
116. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis

asset tetap sebagai berikut :

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount);

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan :

1. penambahan;
2. pelepasan;
3. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

4. mutasi asset tetaP lainnYa.
c) lnformasi penyusutan, meliPuti :

L nilai penyusutan,
2. metode penyusutan yang digunakan,
3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. nilai tercatat bruto dan akumilasi penyusutan pada awal dan akhir

periode.
117. Laporan keuangan harus mengungkapkan :

a) Eksistensi dan batasan hak milik atas asset tetap;
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan asset

tetaP;
c) Jumlah pengeluaran pada pos asset tetap dalam konstruksi; dan

d) Jumlah komitmen untuk akuisisi asset tetap.
118. Jika asset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut

harus diungkaPkan :

a) Dasar peraturan untuk menilai kembali asset tetap;

b) Tanggal efektif penilaian kembali;
c) Jika ada, nama penilai indipenden;
d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya

pengganti, dan
e) Nilai tercatat setiap jenis asset tetap.
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TANAH
11g. Tanah yang dikelompokkan dalam asset tetap adalah tanah yang

dimitiki atiu diperoieh dengan maksud untuk digunakan dalam

kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap

digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk
bangunan, ialan, irigasi, dan iaringan-

12A. Tid;k sepeni institusi non pemerintah, pemerintah daerah tidak
dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan danlatau
penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan,
-dan- 

hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sefelafi-perotehai 

awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya
untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut, Tanah memenuhu
definisi assef tetap dan harus dipertakukan sesuia dengan prinsip-
prinsip yang ada pada kebiiakaan ini.

PENGAKUAN TANAH
121. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai assef tetap hanya

dimungkinkan apabila perianiian penguasaan dan hukum serfa
perundang-undangan yang berlaku di Negara tempat Pemvakilan
Repubtik lndonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan
yang bersifat Permanent.

PENGUKURAN TANAH
122. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan

mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai

tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua
yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut
dimaksudkan untuk dimusnahkan.

PENGUNGKAPAN TANAH
123. Dalam Catatan atas Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang

digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum
dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

PERALATAN DAN MESIN
124. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat

bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat

studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat

laboraturium, alat persenjataan, koputer, alat eksplorasi, alat pemboran,

alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat

keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang

masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap

digunakan.
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PENGUKURAN PERALATAN DAN MESIN
125. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin

tersebut sampai iiap pat<ai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian,

biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

memperolen dan mernpersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut
siap digunakan.

PENGUNGKAPAN PERALATAN DAN MESIN
126. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian

yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan

ian-mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk

akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

GEDUNG DAN BANGUNAN
127. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang

dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan

bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen,

bangunan menara, dan rambu-rambu.

PENGUKURAN GEDUNG DAN BANGUNAN
128. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap-pat<ii. 
Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya

konstruksi, termasuk biaya pengurusan lMB, notaris, dan pajak.

PENGUNGKAPAN GEDUNG DAN BANGUNAN
12g. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian

yang digunakan. informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung

ban- Oangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen

untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

JALAN, JARINGAN, DAN INSTALASI
130. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oieh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam

kondiii yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara

lain meiiputi lalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan,

irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud

dimasukkan dalam akun tanah.
PENGUKURAN JALAN, JARINGAN, DAN INSTALASI
131. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi

sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya
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140. Kontrak konstruksi dapat meliputi :

o Kontrak untuk perotehan iasa yang berhubungan langsung
dengan perencanaan konstruksf asset, seperti iasa arsitektur;

o Kontrak untuk perolehan atau konstruksi assef,'
o Kontrak untuk perolehan iasa yang herhubungan langsung

pengawasan kanstruksi assef yang meliputi manaiemen
konstruksi dan value engineering;

. Kontrak membongkar atau merestarasi assef dan restorasi
lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI
141. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk

setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu

untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen
142. kontrak konstiuksi tunggal yang dapaat diidenitifikasi secara terpisah atau

suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan

hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

145. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah asset, konstruksi
dari setiap assef diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi
yang terpisah apahita semua syarat di hawah ini terpenuhi :
a) Praposal ferpsah telah diaiukan untuk setiap saat;
OS S"tiap saat telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor

serfa pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak
yang berhubungan dengan masing-masing asset tersebut;

c) Biaya masing-masing asset dapat diidentifikasikan'
144. Suatu kontrak dapat berrsi klausul yang memungkinkan konstruksi

assef tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah

sehingga konstruksi assef tambahan dapat dimasukkan ke dalam

kontrii tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu

kontrak konstruksi terPisah iika :
aJ Assef tambahan tersehut herbeda secara signifikan dalam

rancangan, teknologi, atau fungsi dengan assef yang tercakup
dalam kontrak semula; atau

b) Harga asset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan
harga kontrak semula.

PENGAKTTAN KOruSTRUKS' DALAM PENG ERJAAN
145. Suatu benda bemvujud harus diakui sebaga Konstruksi dalam

Pengeriaan iika :
a1 Beiar kemungkinan hahwa manfaat ekonomi ,nasa yang akan

datang berkaiian dengan assef tewrsebut akan diperoleh;
b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c,; Asset tersebut masih dalam proses pengeriaan'

146. Konsfruksi dalam Pengeriaan hiasanya merupakan assef yang

dimaksudkan digunakai antuk operasional pemerintah daerah atau

dimanfaatkan oleh masyarakan dalam iangka paniang dan aleh

kare n a n ya d i kl as ifi kas i ka n d a I a m asset tetap'
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147. Konstruksi dalam Pengerlaan dipindahkan ke pos asset tetap yang

hersangkutan iika criteria berikut terpenuhi :

a) Konstruksisecara substansi tetah se/esai dikeriakan; dan
q Aapat memberikan manfaatljasa sesuai dengan tuiuan perolehan.

PENG IJKURAN KONSIR UKSI DALAM PENG ERJAAN
148. Konstruksi dalam Pengeriaan dicatat dengan hiaya perolehan'

149. Nitai konstruksi yang dikeriakan secara swakelala antara lain :

a) Biaya yang berhibungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

$ eiiya yang dapat diairibusikan pada kegiatan pada umumnya dan

dapat diatokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c) Biiya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan

konstru ksi Yang bersangkutan.
15A. Nitai konstruisi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak

konstruksimeliPuti :
a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan

dengan tingkat penyelesaian pekeriaan ;
b) Keiajiban- yang masih harus dibayar kepada kontraktor

berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum
dihayar Pada tanggal PelaPoran;

c) Pembayaran kkim kepada kontraktor atau pihak ketiga' 
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

151. Jika konstruksi dibiayai dari piniaman maka biaya piniaman yang
timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah hiaya

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan

ditetaPkan secara andal.
152. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang

timbul sehubungan dengan piniaman yang digunakan untuk

dikapitalisasi tidak boleh melebihi
dibayarkan Pada Periode Yang

bersangkutan.
154, Apabiti pinjlman digunakan untuk mambiayai beberapa ienis asset

yZng AijerSten datai suatu periode tertentu, biaya piniaman periode
-E/ Vrri bersangkutan diatokasikan ke masing-masing konstruksi

d.igm metobe rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya

konstruksi.
155. Apabita kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara

tiaaX disebibkan oleh hal-ial yang bersifat foree maieur maka biaya
pinjaman yang dbayarkan sjlama masa pemberhentian sementara

p e m b a n g u n a n ko n stru ks i d i ka p italtbasi,
156.'Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa ienis pekeriaan lang

penyelesaiannya iatun pada waktu yang bgrbed.a-beda, maka ienis
'peklerjaan yang iudah selesaf tidak diperhitungkan biaya piniaman'
'Biayi piniamin hanya dikapitalisasi untuk ienis pekeriaan yang

masih dalam Proses Pengeriaan.
1i7, Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi

dalam Pengeriaan pada akhir periode akuntansi :

membiaYai konstruksi-
153. Jumtah biaYa Piniaman Yang

jumlah biaYa bunga Yang
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*.

dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke
kas umum daerah atau daftar saldo tagihan peniualan angsuran.

TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
166. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan

terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung
ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalarn pelaksanaan
tugas kewajibannya.

167. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat
langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan
tugas kewajibannya.

PENILAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
168. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat

Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang
telah dilakukan oleh bendahara yang hersangkutan ke kas umum
daerah.

169. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Suraf
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan
setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke
kas umum daerah.

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
170. Kemitraan adalah perjanjian antara daa pihak atau lebih yang

mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan mengganakan assef dan/atau hak
usaha yang dimiliki.

171. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

BANGUN, KELOLA, SERAH (BKS)
172. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa

pemanfaatan asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan
cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana
lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu
tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau
sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah
berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam
perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

173. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan asset oleh pihak ketigalinvestor
kepada pemerintah daerah sebagai pemilik asset, biasanya tidak disertai
dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Klaupun disertai dengan
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pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah

yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran asset BKS ini harus

d iatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

PENGUKURAN BKS
774. Bangun, Kelola, Serah (BKSI dicatat sebesar nilai assef yang

diserahkan oleh pemerintah oleh pihak ketiga/investor untuk
membangun assef BKS fersebut. Assef yang berada dalam BKS ini
disajikan terpisah dari Aset Tetap-

BANGUN, SERAH, KELOLA (BSK)
175. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemenfaatan asset pemerintah

daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor
tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
kemudian menyerahkan asset yang dibangun tersebut kepada pemerintah

daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan asset tersebut.

176. Penyerahan asset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah
disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan
pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintaha

daerah inijuga dapat dilakukan seeara bagi hasil,

PENGUKURAN BSK
1TT. Bangun, Serah, Kelola @Sn dicatat sebesar nilai perolehan asset

yang dibangun, yaitu sefesar nilai asset yang diserahkan
pemerintah ditambah dengan jumlah asset yang dikeluarkan oleh
pihak ketigalinvestor untuk membangun assef tersebut-

ASET TIDAK BERWUJUD
1TB. Aset tidak berwujud adalah assef tetap yang secara fisik tidak dapat

dinyatakan atau tidak mempunyai wuiud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
uituk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh
assef tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta
biaya riset dan pengembangan. Assef tidak berwuiud dapat
diperoteh melalui pembetian atau dapat dikembangkan sendiri oleh
pemerintah daerah.

179. Aset tidak berwuiud meliPuti :
a) Software komputer yng dipergunakan dalam iangka waktu lebih

dari satu tahun.
6) Lisensi dan franchise

' Lisensi adatah izin yang diberikan oleh pemegang paten
kepada pihak lain berdasarkan perianiian pemberiaan hak
untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang
diberikan perlindungan dalam iangka waktu dan syarat
tertentu.

c) Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya
. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima

hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
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atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan.
. paten adalah hak eksktusif yang diberikan oleh Negara

kepada inventar (penemu) afas hasil invensi (temuan)
dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d) Hasit kajianlpenetitian yang memberikan manfaat iangka paniang
r Hasit kajianlpenetitian yang memberikan manfaat jangka

panjang adalah suatu kaiianlpenelitian yang memberikan
manfaat ekonomis dan/atau sosrbl di masa yang akan datang
yang dapat diidentifikasi sebagai asset. Apabila hasil kaiian
tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat
ekonomi danlatau sosral maka tidak dapat dikapitalisasi
sebagai assef tidak berwuiud,

ASET LAIN.LAIN
180. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak

dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Taguhan Penjualan
Angsuran, Tuntutan perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan
dengan Pihak Ketiga.

181. Contoh dari asset lain-lain adalah asset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah daerah.

ASET BERSEJARAH (Heritage Assets)
lB2. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk assef

bersejarah (heritage assefs) di neraca namun assef tersebut harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

183. Beberapa assef tetap diietaskan sebagai assef berseiarahb
dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan seiarah. Contoh
dari asset berseiarah adalah bangunan berseiarah, monument,
tempat-tempat purbakala (archaeologrcal sffes) seperff candi, dan
karya seni (works of art. Karateristik-karateristik di bawah ini sering
dianggap sebagai ciri khas dari suatu assef berseiarah :

e NTiai kultural, lingkungan, pendidikan, dan seiarahnya tidak
mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan
berdasarkan harga Pasar;

b) Peraturan dan hukum yang herlaku melarang atau memhatasi
secara ketat pelepasa n nya u ntu k diiual ;

c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat
selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin
menurun

d) Sutit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk heherapa
kasus dapat mencapai ratusan tahun.

184. Aset bersejaiah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu

yang tak terbatas. Asset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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185. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak asset bersejarah yang

diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam

termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan' Asset ini

jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan

aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila

memanfaatkannya untuk tuiuan tersebut'
186. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit

koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument, dalam Catatan atas

Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
187. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus

dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya

tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan

asset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode

berjalan.
1SS. Beberapa assef berseiarah iuga memberikan potensi manfaat

tainnya kepada pemerintah daerah selain nilai seiarahnya, sebagai
contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran-

Untuk kasui tersebut, assef ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang

sama seperti asset tetaP lainnYa.
189. Untuk asset bersejarah lainnya, potensi manfaat terbatas pada karateristik

sejarahnya, sebagai contoh monument dan reruntuhan (ruins).

ASET INFRASTRUKTUR (lnfrastructure Assets)
Ig0. Beberapa assef biasanya dianggap sebagai asset infrastruktur.

Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, asset ini
biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a) Merupakan bagian dari satu system atau iaringan;
b) Sifatnya khusus dan tidan ada alternatif lain penggunaannya;
c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
d) Terdapat batasan-batasan antak pelepasannya'

1gI. fualaupun kepemitikan dari asset infrastruktur tidak hanya oleh
pe*riintrh daerah, asset infrastruktur secara signifikan sering
'dijumpai sebagai assef pemerintah daerah. .Assef infrastruktur,
memenuhi definisi asset tetap dan harus diperlakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebiiakan ini'

1g2. Conioh dari asset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem

pembuangan, dan jaringan komunikasi.

ASET MILITER (Military Assets)
193. Peralatan mititei, baik yang umum maupun khusus, memenuhi

definisiassef tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip yang ada pada kebiiakan ini.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 1O

AKUNTANSI KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditutis dengan huruf tebal dan miring adalah
parairaf 

'kebijakan-, yang harus dibaca dalam konteks paragraf'paragraf
'penielasan yang diiulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan
1. Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi

kewajiban meliputi saat pengakuan,penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan

biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup
2. 

- 
Kebijakn ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah daerah yang

menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang
perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan,pengukuran,penyajian
dan pengungkapan yang diperlukan.

3, Pernyataan kebr.lakan ini mengatur:
a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan
dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.

b. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang

asing.
c. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari

resrukturisasi Pi njaman.
d. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang

pemerintah daerah.
e. Huruf (b),(c),dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada

pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal

tersebut.

4. Pernyataan kebijakan ini tidak mengatur ;

a. Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan kewajiban
Kontijensi.

b. Akuntansi lnstrumen Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai

c. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas
transaksi selain dari transaksi pinjaman yang

didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada
paragraf 3 (b)

d. Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyaiaan kebijakan
tersendiri.
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DEFINISI
5. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.
6. Dalam konteks pemrintahan, kewajiban muncul antara lain karena ,

o Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,
lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga
internasional

. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah
o Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban

tunjangan,kompensasi,ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari

wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya.
r Kewajiban dengan pemberijasa lainnya.

KLASIFIKASI KEWAJIBAN
7. Dalam Neraca Pemerintah Daerah, kewajiban disajikan berdasarkan

likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kewajiban

Jangka Pendek da Kewajiban Jangka Panjang.

KEWAJ IBAN JANGKA PEN DEK
8. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan

9. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ,terdiri dari;
a. Utang TasPen
b. Utang Askes
c. Utang PPh Pusat
d. Utang PPN Pusat
e. Utang TaPerum
f . Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya

10. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK
yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan

keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
1 1. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah

harusdiserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumah

yang dipungutldipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih

ierdlpat saho pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak

lain. Jumlah saldo pungutan /potogan tersebut harus dicatat pada

laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

12. Utang Bunga , terdiri dari ;

o Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat
o Utang Bunga Kepada Daerah Otonomi Lainnya
r Utang Bunga Kepada BUMNIBUMD
. Utang Bunga Kepada Banldlembaga Keuangan
o Utang Bunga Dalam Negeri LainnYa
o Utang Bunga Luar Negeri
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13. Utang bunga atas utang pemerrntah daerah harus dicatat sebesar biaya

bungi yang telah terjadi dan belum dibayar.Bunga dimaksud dapat dari

utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang

bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui
pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang

berkaitan.
14. Pengukuran dan penyajian utang bunga diatas juga berlaku untuk

sekuritas pemerintah daerah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam
bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah

daerah (kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan
SUN.

15. Utang pajak, terdiri dari ;

o Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

o Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal22
o Utang Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai

16. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari ;

a). Utang Bank
b). Utang obligasi
c). Utang Pemerintah Pusat
d). Utang Pemerintah Provinsi
e), Utang Pemerintah Kabupaten/kota
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar
utang jangka panjang adalah jumlah yag akan jatuh tempo dalam waktu
12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari ;

a). setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak lll
b). Utang muka Penjualan Produk Pemda dari pihak lll
c). Utang muka lelang penjualan Aset Daerah.

Utang Jangka Pendek LainnYa
19. Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak

termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar

lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat

laporan keuangan disusun.
ZA. Contoh Penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau

jasa oleh pemerintah daerah lain.

Pengakuan Utang PFK
21 Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Account Payable) pada

saat pemerintah daerah menerima hak atas barang , termasuk barang

dalam perjalanan daerah menerima hak atas barang, termasuk barang

dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus

mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang
tersebut.
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KEWAJ IBAN JANGKA PANJANG

23 Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari

pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup

defisit anggarannya.

24 Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban
pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak

tanggal pelaporan.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

28 Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan
andal.Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat
kewajiban timbul.

29 Kewajiban dapat timbul dari ;

. Transaksi dengan pertukaran

. Transaksi tanpa pertukaran,sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan
yang
diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan tanggal pelaporan.

o Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah.
e Kejadian yang diakui pemerintah.

PENGUKURAN KEWAJIBAN
30 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.Kewajiban dalam mata uang

asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.Penjabaran
mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
Neraca.

PENILAIAN KEWAJIBAN
31 Penilaian utang pemerintah daerah disesuaiakan dengan karakteristik

utang tersebut yang dapat berbentuk ;

o Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan
o Utang Pemerintah yang diperjualbelikan

Z4 Nilai Nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan
merupakan kewajiban entitas kepada Pemberi utang sebesar pokok

utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum

diselesaikan pada tanggal pelaporan.

38 Jenis sekuritas utang pemerintah daerah harus dinilai sebesar nilai pari

(original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium
yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar

nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai selama periode
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penjualan dan jatuh tempo sedangkan sekuritas yang dijual dengan

harga premium nilainya akan berkurang'

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

40. untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum

jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call

ieature)dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk

penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara

harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan

padl Catatan atas laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban

yang berkaitan.
RESTRUKTURISASI UTANG

4g Dalam restrukrusasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur

harus mencatat dampali restrukrisasi secara prospektif sejak saat

resrukrisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang

pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi
jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan

persyaratan baiu. lnformasi restrukrisasi ini harus diungkapkan pada

catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang

terkait.

PENYAJ IAN DAN PENGUNGKAPAN

65 Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban monoter dalam mata uang

asing dilaporkan-liedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs

tengah bak sentral pada tanggal neraca'

66 Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing

antara tanggal transaksi dan ianggal neraca dicatat sebagai kenaikan

atau penurunan ekuitas dana periode berjalan
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11

AKUNTANSI EKUITAS DANA

Paragraf-paragraf yang ditutis dengan huruf tebal dan miring adalah

piilgrrf'kebfakan', ying harus dibica dalam konteks paragraf-paragraf
'penletasan yang diiu,i{ dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
-Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN
Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah untuk mengatur
peilakuan akuntansi atas ekuitas dana dalam rangka memenuhi

iujuan akuntabilitas sebagaiamana ditetapkan oleh peraturan

perundangan-undan gan.

Ruang lingkuP
Z.- XeUiji,Xan ini diterapakan dalam akuntansi ekuitas dana yang

disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis
akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan'

DEFINISI
3. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah '

KLASIFIKASI
4. Ekuitas Dana diklasifikasikan kedalam :

o Ekuitas Dana Lancar
o Ekuitas Dana lnvestasi dan
o Ekuitas Dana Cadangan

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS DANA
5. Pengakuan dan pengukuran Ekuitas Dana telah dijabarkan

berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka

panjang, asei tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan

b"mUi"y"an! pengeluaran pembiayaan dan pengakuan kewajiban.

EKUITAS DANA LANCAR
6. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan

kewajiban jangka Pendek
7. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari ;

a) Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang
b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap

"i Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana
Gadangan )

d) Dana f"ng harus disediakan untuk pembayaran Utang

Jangka Panjang.
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EKUITAS DANA CADANGAN
10 Ekuitas Daa Gadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah

yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

sesuai peraturan perundang-undangan'
11 Ekuitas Dana Cad-angan terdiri dari atas Diinvestasikan dalam dana

Cadangan.

(' ./:

n\vl
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13
LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASI

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
parairaf 

'*eOga*an-, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
'penietasan yang diiutis- dengan huruf brasa dan Kerangka Konseptual

Kebijakan Aku ntan si Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN
Tujuan

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan

keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi laporan keuangan
pemerintah daerah untuk tujuan umum (general purpose financial

statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan

keuangan dimaksud.Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan

keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi

kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk

Iembaga legislatif (DPRD) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Ruang LingkuP

2) Daerah sebagaf entitas pelaporan mencakup laporan keuangan
selnua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD serta
entitas pelaporan lainnya seperti Badan Layanan Umum Daerah.

P ENYAJ I AN LA P O RAN KE IJ AN G AN KOIVS OI'DAS'A'V
6) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Reallsasi

Anggaran,Neraca dan Catatan atas laporan keuangan'
T) faporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan

yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan
dan berisi jumtah komparatff dengan periode sebelumnya.

S) Datam *e-OiiaXan rni proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi
aku n-aku n ti m bal bal i k(recip rocal accounts)

ENTITAS AKUNTANSI
1q pengguna anggaranlpengguna barang sebagai entitas akuntansi' 

meiyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan
sehibungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang
dituju kan kepada entitas pelaporan.
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PROSEDUR KONSOT IDASI

tii - 
Xrnsolidasi yang dimaksud oleh kebiiakan ini dllaksanakan dengan

cara m.nbgrbungkan dan meniumlahkan akun yang

diselengrga riirn otih entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan

PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik Neraca

,f',
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